BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 2| TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULANG BAWANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 98
Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan.

: 1.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3667);

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);



Menetapkan

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6881);

. Peraturan Kementrian Keuangan Republik Indonesia

Nomor 208/PMK.07/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;

. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01

Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun
2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten
Tulang Bawang Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

G e

Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD
menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negera Republik
Indonesia tahun 1945.

Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut
Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Tulang Bawang.



6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya
disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha
milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

10.Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman.

11.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di
bawah permukaan Bumi serta perairan pedalaman
dan/atau laut.

12.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP
adalah harga rata-rata yang diperoleh transaksi jual beli
yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau
nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

13.Nilai Jual Objek Pajak Bangunan yang selanjutnya
disebut NJOP Bangunan adalah sebesar nilai konversi
biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah
dikurangi penyusutan fisik berdasarkan metode
penilaian ke dalam klasifikasi, penggolongan dan
ketentuan nilai jual Bangunan yang akan ditetapkan
dalam Keputusan Bupati.

14.Nilai Jual Objek Pajak Pengganti yang selanjutnya
disebut NJOP Pengganti adalah suatu
pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek

Pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek Pajak
tersebut.



15.Pemutakhiran Basis Data adalah pekerjaan yang
dilakukan untuk menyesuaikan data yang disimpan di
dalam basis data dengan data yang sebenarnya di
lapangan.

16.Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP
adalah nomor identifikasi objek Pajak (termasuk objek
yang tidak dikenakan Pajak yang mempunyai
karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan
blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan
kampung/kelurahan.

17.Penilaian Objek PBB-P2 yang selanjutnya disebut
Penilaian PBB-P2 adalah kegiatan untuk menetukan Nilai
Jual Objek Pajak yang akan dijadikan dasar Pengenaan
PBB-P2 dengan menerapkan pendekatan perbandingan
harga, pendekatan biaya dan/atau pendekatan
kapitalisasi biaya.

18.Penilaian Massal adalah penilaian yang sistematis untuk
sejumlah objek pajak yang dilakukan pada saat tertentu
secara bersamaan dengan menggunakan prosedur
standar, yang di sebut Computer Assisted valuation (CAV)
dan/atau Somputer Assisted for Mass Apprasial (CAMA).

19.Penilaian Individual adalah penilaian terhadap objek
pajak kriteria tertentu dengan cara memperhitungkan
semua karakteristik objek pajak yang disusun dalam
suatu laporan penilaian.

20.Nilai Indikasi Rata-rata yang selanjutnya disingkat NIR
adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai
tanak dalam suatu zona nilai tanah.

21.Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah
suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek
Pajak yang mempunyai satu nilai indikasi rata-rata yang
dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek Pajak
dalam satu wilayah administrasi kampung/kelurahan
yang tidak terikat kepada batas blok.

22.Peta Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disebut Peta ZNT
adalah peta yang menggambarkan suatu zona geografis
yang terdiri atas sekelompok objek Pajak yang mempunyai
satu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas
penguasaan/pemilikan objek Pajak dalam satu wilayah
administrasi kampung/kelurahan.

23.Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya
disingkat DBKB adalah daftar yang dibuat untuk
memudahkan perhitungan nilai Bangunan berdasarkan
pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama
dan/atau biaya komponen material Bangunan dan biaya
komponen fasilitas Bangunan.

24.Jenis Penggunaan Bangunan adalah pengelompokan
bangunan berdasarkan tipe konsumsi dan
peruntukan/penggunaan.



25.Penyusutan adalah berkurangnya nilai Bangunan yang
disebabkan oleh keusangan/penurunan kondisi fisik
Bangunan.

26.Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh,
mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data
objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan.

27.0bjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah
Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

28.Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah
orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai
suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas
Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau
memperoleh manfaat atas Bangunan.

29.Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah
orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai
suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat
atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau
memperoleh manfaat atas Bangunan.

30.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)
tahun kalender.

31.Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar
pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak,
atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

32.Fiskus adalah pegawai Pemerintah Daerah yang diberi
kewenangan untuk melaksanakan tugas pemungutan
Pajak dan dikenal sebagai pejabat Pajak Daerah.

33.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan
besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan
penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.

34.Bank Persepsi adalah bank pemerintah/bank swasta
yang ditunjuk untuk menerima pembayaran PBB-P2.

35.Fasilitas Perbankan Elektronik adalah fasilitas pelayanan
perbankan secara elektronik seperti anjungan tunai
mandiri dan/atau aplikasi online yang disediakan sebagai
alat pembayaran PBB-P2.

36. Payment Online System (POS) adalah sistem pembayaran
yang dilakukan secara online dengan melibatkan
penggunaan jaringan komputer, internet, dan layanan
keuangan digital.



37.Tempat Pembayaran Lainnya adalah toko retail modern,
payment point, dan banda usaha yang bergerak dibidang
layananan pos yang menyediakan pembayaran berbasis
digital/elektronik.

38.Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses,
mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan
informasi.

39.Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan/atau Lampiran
Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya
disingkat SPOP dan/atau LSPOP adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data
subjek dan Objek Pajak PBB-P2 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah dan lampiran merupakan bagian tidak
terpisahkan

40.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya
disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada
Wajib Pajak.

41.Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran yg
selanjutnya disingkat DHKP adalah buku yang memuat
daftar nama wajib pajak PBB-P2 serta besarnya
ketetapan pajak PBB-P2.

42.Surat Setoran Pajak Daerah/Surat Tanda Terima
Setoran yang selanjutnya disingkat SSPD/STTS adalah
bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

43.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang
Terutang.

44 .Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan
Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok
Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok Pajak, besamya sanksi
administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus
dibayar.

45.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat
ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas
jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

46.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit Pajak.



47.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan
Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada
Pajak yang Terutang atau seharusnya tidak terutang.

48.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

49.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD,
surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan
keberatan.

50.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh
Wajib Pajak.

51.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak
atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

52.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada
Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal
diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak
dan kewajiban perpajakan.

53.Surat Kuasa adalah surat yang didalamnya berisi
peralihan wewenang dari seseorang kepada seseorang
yang lain dengan bermeterai cukup.

54.Pemeriksa Pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan
Bapenda atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang
diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk
melaksanakan Pemeriksaan di Bidang Perpajakan Daerah.

55.Dokumen adalah data dan informasi yang berkaitan
dengan objek dan subjek PBB-P2 antara lain identitas
Wajib Pajak, data kepemilikan, data perizinan, data
pembayaran PBB-P2.

56.Penilai PBB-P2 adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)
dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh
Bupati diberi tugas, wewenang, tanggung jwab, dan
memiliki kemampuan untuk melaksanakan penilaian
PBB-P2.

57.Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan
di Bapenda.



58.Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang
dilakukan di tempat kedudukan, di tempat Objek Pajak,
tempat kegiatan usaha, tempat tinggal Wajib Pajak, atau
tempat lain yang ditentukan oleh Bapenda.

59.Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat
LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan
hasil Pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara
ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan
tujuan pemeriksaan.

60.Surat Perintah Pemeriksaan adalah yang selanjutnya
disebut SP2 adalah surat perintah untuk melaksanakan
Pemeriksaan.

61.Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar
termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau
kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak
atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-udangan perpajakan.

62.Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan
terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.

63.Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau
memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh
negara atau tanah milik orang lain, yang memberi
wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam
keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang
memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik
tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau
perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan
undang-undang ini.

64.Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari
hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah,
termasuk ruang di atas tanah, dan atau ruang di
bawah tanah untuk menguasai, memiliki,
menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara
tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah
tanah.

65.Penguasaan Tanah adalah hubungan hukum antara orang
per orang, kelompok orang, atau badan hukum dengan
tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor S Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria.

66.Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang
kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan
kepada pemegang Hak Pengelolaan.



BAB 11
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Tata cara Pemungutan PBB-P2 mencakup seluruh
rangkaian proses yang harus dilakukan dalam
menatausahakan, menerima, dan melaporkan penerimaan
PBB-P2

(2) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. prosedur pendaftaran, pendataan, penilaian,
penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak;

. prosedur penerbitan, penyampaian SPPT;

prosedur pembayaran dan pengangsuran ;

prosedur pelaporan;

prosedur penagihan;

prosedur mutasi, pembetulan, pembatalan,

pengurangan ketetapan dan penghapusan atau

pengurangan sanksi administratif;

g. prosedur keberatan dan banding;

h. prosedur pengembalian kelebihan pembayaran;

i. prosedur penentuan kembali dan penundaan
tanggal/saat jatuh tempo;

j. prosedur pemeriksaan; dan

k. informasi.
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Pasal 3

(1) Untuk melaksanakan tata cara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Bapenda sekurang-kurangnya
melaksanakan fungsi:

pendataan dan pendaftaran;

penilaian;

pelayanan;

penetapan,;

pengolahan data dan informasi,

penerimaan dan pelaporan;

penagihan; dan

. Pemeriksaan.

(2) Fungsi pendataan dan pendaftaransebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bapenda melakukan
pendataan dan pendaftaran Objek Pajak dan Subjek Pajak.

(3) Fungsi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, Bapenda melakukan penilaian Objek Pajak dan
Subjek Pajak.

(4) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, Bapenda melakukan interaksi dengan Wajib Pajak
dalam tahapan-tahapan Pemungutan PBB-P2.

(5) Fungsi penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, Bapenda melakukan penetapan Objek Pajak dan
Subjek Pajak.

(6) Fungsi pengolahan data dan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, Bapenda mengelola basis
data terkait Objek Pajak dan Subjek Pajak.

- o a0 o
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(7) Fungsi penerimaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f, Bapenda menyiapkan laporan
realisasi penerimaan dan tunggakan PBB-P2 berdasarkan
data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

(8) Fungsi penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g, Bapenda melaksanakan penagihan terhadap
Wajib Pajak yang telah melampaui batas waktu jatuh
tempo.

(9) Fungsi Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
huruf h, Bapenda melakukan Pemeriksaan dengan tujuan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2
dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perpajakan daerah.

BAB I1I
TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu
Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penilaian,
Penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Paragraf 1
Prosedur Pendaftaran

Pasal 4

(1) Pendaftaran objek pajak dilakukan dengan cara Subjek
Pajak mengisi formulir SPOP dan/atau LSPOP yang
disediakan dan dapat diperoleh di Bapenda atau tempat
lain yang ditentukan tanpa dikenakan biaya.

(2) Setelah SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditandatangani disampaikan ke Bidang Pelayanan dan
Pendataan Pajak Daerah Bapenda selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP
dan/atau LSPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.

(3) Dalam hal SPOP dan/atau LSPOP ditandatangani oleh
selain Subjek Pajak yang bersangkutan, harus dilampiri
Surat Kuasa dari Subjek Pajak.

(4) Persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran Objek
Pajak/Subjek Pajak terdiri atas:

a. surat pengantar dari Kampung/Kelurahan;
b. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau
identitas lainnya dari Wajib Pajak;
c. surat tanda bukti hak atas Bumi dan/atau Bangunan
yaitu:
1. fotokopi bukti kepemilikan hak atas Bumi
dan/atau Bangunan;
2. fotokopi bukti hak pengelolaan atas Bumi
dan/atau Bangunan; atau
3. fotokopi bukti hak penguasaan atas Bumi
dan/atau Bangunan;



d.dalam hal bukti hak berupa pengelolaan sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢ angka 2, maka harus
melampirkan surat izin dari pemilik Bumi dan/atau
Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ angka
1;

e. surat keterangan kepala kampung/lurah; dan

f. fotokopi SPPT tetangga sekitar yang berbatasan
langsung.

(5) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
dilakukan Penetapan Wajib Pajak PBB-P2 oleh Bapenda.

(6) Penetapan Wajib Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud
ayat (5) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor
Induk Kependudukan dan untuk Badan dihubungkan
dengan Nomor Induk Berusaha.

(7) Pendaftaran PBB-P2 dengan cara mutasi dikarenakan
terjadinya peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan,
meliputi:

a. pemecahan menjadi beberapa bidang tanah;

b. perubahan data Subjek Pajak dan Objek Pajak karena
Subjek Pajak dan Objek Pajak menjadi beberapa orang
dan beberapa bidang; dan

c. penggabungan Objek Pajak.

(8) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian formulir SPOP
dan/atau LSOP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3) wajib diteliti oleh Bapenda.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SPOP
dan/atau LSPOP;dan
b. kelengkapan dokumen pendukung SPOP dan/atau
LSPOP.
(3) Untuk setiap SPOP dan/atau LSPOP yang masuk,
Bapenda berhak melakukan Pemeriksaan Lapangan untuk
mengecek kebenaran data secara riil.

Pasal 6

(1) Pendaftaran PBB-P2 dengan cara mutasi dilakukan
dengan mengajukan permohonan kepada Bapenda.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan menggunakan Bahasa Indonesia dengan
mengisi formulir surat permohonan yang disediakan
Bapenda dan dilampiri dengan :

a. surat pengantar dari Kampung/Kelurahan;

b.fotokopi identitas Wajib Pajak/Subjek Pajak atau
kuasanya apabila dikuasakan;

c.surat kuasa bermeterai cukup apabila permohonan
diajukan oleh kuasanya;



d.SPOP dan/atau LSPOP yang telah diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemohon;

e. asli SPPT PBB-P2 Tahun Pajak berjalan;

f. telah melunasi PBB-P2 S (lima) tahun terakhir, kecuali
untuk proses mutasi gabung, NOP yang dihapus wajib
lunas untuk semua kewajiban Pajak yang Terutang
sebelum tahun berjalan;

g. surat tanda bukti hak atas Bumi dan/atau Bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf
b;dan

h.surat keterangan kepala kampung/lurah;

(3) Dalam hal mutasi data bersifat minor, dapat dikecualikan
dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
.

(4) Mutasi data bersifat minor sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) merupakan perubahan atas data yang tidak
mengakibatkan perubahan Wajib Pajak, berupa:

a. pembetulan kesalahan penulisan nama Wajib Pajak;

dan

b. pembetulan kesalahan penulisan alamat Wajib Pajak.

Pasal 7

(1) Bapenda melakukan verifikasi, pengolahan dan penetapan
data PBB-P2 dari data dukung yang telah diupload secara
online. Data objek dan Subjek Pajak yang sudah
ditetapkan selanjutnya dilakukan pencetakan SPPT PBB-
P2,

(2) Berdasarkan tanda bukti pendaftaran secara online
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, digunakan
oleh petugas kampung/kelurahan untuk mengambil SPPT
PBB-P2 yang tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat.

Paragraf 2
Prosedur Pendataan

Pasal 8

(1) Pendataan Objek Pajak dilakukan oleh Bapenda dengan
menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP dan/atau
LSPOP.

(2) Pendataan Objek Pajak dilakukan dengan cara:

a. pasif, yaitu Pendataan yang dilakukan oleh Subjek
Pajak dengan cara mengisi, menandatangani, dan
menyerahkan SPOP dan/atau LSPOP kepada Bapenda;

b. aktif, yaitu Pendataan oleh Bapenda dengan
menggunakan formulir SPOP dan/atau LSPOP melalui
identifikasi Objek Pajak, verifikasi data Objek Pajak, dan
pengukuran bidang Objek Pajak dengan mencocokkan
data yang ada di Bapenda dengan kondisi sebenarnya
objek dan Subjek Pajak di lapangan;



(3) Dalam  rangka Pendataan, Subjek Pajak wajib
mendaftarkan Objek Pajaknya dengan mengisi SPOP
dan/atau LSPOP.

(4) SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta
ditandatangani dan disampaikan kepada Bapenda
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah
tanggal diterimanya SPOP dan/atau LSPOP oleh Subjek
Pajak.

(5) Pendataan melalui indentifikasi dilakukan pada Objek
Pajak yang belum terdata dalam administrasi pembukuan
PBB-P2.

(6) Pendataan melalui verifikasi dilakukan pada Objek Pajak
yang sudah terdata dalam administrasi pembukuan
PBB-P2.

(7) Berdasarkan hasil Pendataan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) apabila ditemukan ketidaksesuaian antara
data yang dimiliki Wajib Pajak atau Fiskus dengan
bukti di lapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan
pemeriksaan.

(8) Bentuk formulir permohonan pendaftaran objek/Subjek
Pajak tercantum dalam Lampiran [l yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1) Berdasarkan hasil Pendataan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 terhadap Objek Pajak diberikan NOP.

(2) Persyaratan untuk dikeluarkannya NOP sebagai berikut:

a. melampirkan fotokopi identitas diri berupa kartu
tanda penduduk atau dokumen lain yang sah;

b. melampirkan fotokopi bukti kepemilikan,
penguasaan atau pemanfaatan;

c. surat keterangan dari kepala kampung/kelurahan; dan

d. mengisi formulir SPOP dan/LSPOP disertai tanda
tangan Wajib Pajak atau kuasanya.

(3) Pendataan terhadap mutasi penuh tidak menghilangkan
NOP lama.

(4) Pendataan terhadap mutasi pecah atas tanah induk,
masing-masing penerima pecahan mendapat NOP baru,
sedangkan NOP lama terpakai sebagai NOP induk.

(5) Terhadap penggabungan beberapa NOP, NOP terkecil
dipakai untuk NOP induk sedangkan NOP lainnya
dihapus.

(6) Struktur NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari 18 (delapan belas) digit, dengan urutan:

a. digit ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) merupakan
kode provinsi;

b. digit ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) merupakan
kode kabupaten;



c. digit ke-5 (kelima) sampai dengan digit ke-7 (ketujuh)
merupakan kode kecamatan;

d. digit ke-8 (kedelapan) sampai dengan digit ke-10
(kesepuluh) merupakan kode kampung/kelurahan;

e. digit ke-11 (kesebelas) sampai dengan digit ke-13 (ketiga
belas) merupakan kode nomor urut blok;

f. digit ke-14 (keempat belas) sampai dengan digit ke-17
(ketujuh belas) merupakan kode urut Objek Pajak;
dan

g. digit ke-18 (kedelapan belas) merupakan kode tanda
khusus.

(7) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian NOP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III
yang merupakan Dbagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Dalam melakukan kegiatan pendataan pemeliharaan
basis data PBB-P2, Bapenda dapat bekerja sama dengan
instansi yang terkait.

(2) Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak dalam rangka
pemeliharaan basis data dapat dilakukan oleh pihak
ketiga yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan
perundang-undangan.

Paragraf 3
Prosedur Penilaian

Pasal 11

(1) Penilaian Objek Pajak dilakukan oleh Bapenda dengan
menggunakan pendekatan penilaian  yang  telah
ditentukan.

(2) Hasil penilaian Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan sebagai dasar menetapkan NJOP.

(3) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Bupati.

(4) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek
Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai
dengan perkembangan wilayah.

(5) Penilaian Objek Pajak dapat dilaksanakan melalui:

a. penilaian massal, dimana NJOP Bumi dihitung
berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada
setiap ZNT sedangkan NJOP Bangunan dihitung
berdasarkan DBKB; dan

b. penilaian individu diterapkan pada Objek Pajak
umum yang bernilai tinggi atau Objek Pajak khusus.

(6) Kegiatan penilaian individu sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) huruf b dilakukan dengan tiga pendekatan
penilaian, meliputi:



a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
b. nilai perolehan baru; atau
c. nilai jual pengganti.

(7) Penilaian dengan perbandingan harga dengan objek lain
yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf
a dilakukan dengan cara membandingkan Objek Pajak
yang akan dinilai dengan Objek Pajak lain yang sejenis
yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama yang nilai
jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa
penyesuaian.

(8) Penilaian dengan nilai perolehan baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan untuk
penilaian Bangunan dengan cara menghitung seluurh
biaya yang  dikeluarkan untuk  membangun/
memperoleh objek pajak pada saat penilaian dilakukan
dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi
objek pajak.

(9) Nilai jual pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) huruf c yaitu suatu pendekatan penentuan nilai jual
suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi
objek pajak dan dilakukan pada objek yang memiliki
nilai komersil dengan cara menghitung atau
memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam
1 (satu) tahun terhadap Objek Pajak dikurangi dengan
kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha.

Paragraf 4
Prosedur Penetapan Objek Pajak

Pasal 12

(1) Dengan nama PBB-P2 dipungut Pajak atas kepemilikan,
penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau
Bangunan.

(2) Bumi dan/atau Bangunan merupakan Objek Pajak PBB-
P2 dan dibagi menjadi:

a. Objek Pajak Umum; dan

b. Objek Pajak Khusus.

(3) Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a merupakan objek pajak huruf a merupakan objek
pajak yang memiliki kontruksi umum dengan tanah dan
bangunan berdsarkan kriteria-kriteria tertentu dan terbagi
menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Objek Pajak Standar, yaitu objek pajak yang memenuhi
kriteria-kriteria luas tanah maksimal 10.000m2,
bangunan maksimal 4 lantai, dan luas bangunan
maksimal 1.000 m?2.

b. Objek Pajak Non Standar, yaitu objek pajak yang
memenuhi salah satu dari kriteria-kriteria luas tanah
maksimal 10.000m?2, bangunan maksimal 4 lantai, dan
luas bangunan maksimal 1.000 m2.



(4) Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b merupakan objek pajak yang memiliki
kontruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang
khusus, seperti:

a.

3
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jalan lingkungan yang terletak dalam 1 (satu) kompleks
Bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya,
yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks
Bangunan tersebut;

jalan tol;

kolam renang;

. pagar mewah;

tempat olahraga;
taman mewah;
menara dan sejenisnya

. bendungan;

tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas,
pipa minyak; dan
galangan kapal, dermaga;

(3) Kriteria pagar mewah, tempat olahraga, dan taman
mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai
berikut:

a.

pagar mewah dengan harga pembuatan Rp1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah) per meter persegi
ke atas;

. tempat olahraga yang dikomersialkan; dan

taman mewah dengan harga pembuatan Rp1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah) per meter persegi ke
atas

(4) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atas:

a.

Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat,
kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor
penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai
barang milik negara atau barang milik Daerah;

Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-
mata untuk melayani kepentingan umum di bidang
keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan
kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan;

Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata
digunakan untuk tempat makam (kuburan),
peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka

alam, hutan wisata, taman nasional, tanah
penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah
negara yang belum dibebani suatu hak;

Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh
perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas
perlakuan timbal balik;



f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan
atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan
dengan menteri yang menyelenggaran urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai
penilaian PBB-P2;

g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api,
moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya
terpadu (Light Rail Transit) atau yang sejenis;

h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya
berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh
Bupati; dan

i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi
dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 13

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.

(2) NJOP sebagaimana dimaskud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

(3) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) Objek
Pajak berupa Bumi dan/atau Bangunan, maka NJOPTKP
dikenakan untuk 1 (satu) Objek Pajak Bumi dan/atau
Bangunan.

(5) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek
Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai
dengan perkembangan wilayah Daerah.

(6) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditetapkan oleh Bupati.

(7) Tarif PBB-P2 sebagai berikut:

a. Untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan
Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)
ditetapkan sebesar 0,25% (Nol Koma Dua Puluh Lima
Persen) per tahun;

b. Untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas
Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) sampai
dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)
ditetapkan sebesar 0,30% (Nol Koma Tiga Puluh
Persen) per tahun;

c. Untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas
Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) sampai
dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)
ditetapkan sebesar 0,35% (Nol Koma Tiga Puluh Lima
Persen) per tahun;



d. Untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas
Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) sampai
dengan Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah)
ditetapkan sebesar 0,40% (Nol Koma Empat Puluh
Persen) per tahun;

e. Untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas
Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah)
ditetapkan sebesar 0,50% (Nol Koma Lima Puluh
Persen) per tahun;

f. Untuk lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan
sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun.

(8) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) ditetapkan dengan besaran persentase dari NJOP
setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

(9) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (5).

Pasal 14

(1) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada Pasal

13 ayat (8) ditetapkan sebagai berikut :

a. NJOP PBB-P2 berdasarkan penilaian individual
ditetapkan dengan rincian besaran persentase sebagai
berikut :

1. Untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas
Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)
sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar
Rupiah) ditetapkan besaran persentase sebesar 33%
(Tiga Puluh Tiga Persen);

2. Untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas
Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) sampai
dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)
ditetapkan besaran persentase sebesar 43% (Empat
Puluh Tiga Persen);

3. Untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas
Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) sampai
dengan Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar
Rupiah) ditetapkan besaran persentase sebesar 43%
(Empat Puluh Tiga Persen);

4. Untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas
Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah)
ditetapkan sebesar 38% (Tiga Puluh Delapan
Persen);

b. NJOP PBB-P2 diluar penilaian individual ditetapkan
dengan rincian besaran persentase sebagai berikut :



1. Untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan
Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)
ditetapkan besaran persentase sebesar 40% (Empat
Puluh Persen);

2. Untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas
Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)
sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar
Rupiah) ditetapkan besaran persentase sebesar 33%
(Tiga Puluh Tiga Persen);

3. Untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas
Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) sampai
dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)
ditetapkan besaran persentase sebesar 43% (Empat
Puluh Tiga Persen);

4. Untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas
Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) sampai
dengan Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar
Rupiah) ditetapkan besaran persentase sebesar 43%
(Empat Puluh Tiga Persen);

5. Untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas
Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah)
ditetapkan besaran persentase sebesar 38% (Tiga
Puluh Delapan Persen);

6. Untuk lahan produksi pangan dan ternak
ditetapkan besaran persentase sebesar 50% (Lima
Puluh Persen).

(2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi dasar pengenaan ketetapan PBB-P2 yang
hasilnya dituangkan dalam SPPT PBB-P2.

Pasal 15

(1) Masa Pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir
tanggal 31 Desember pada tahun berkenaan.

(2) Penentuan Pajak yang Terutang dilakukan berdasarkan
keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari.

Pasal 16

(1) Atas Bumi dan/atau Bangunan yang berada di kawasan
industri dan real estate yang dipergunakan untuk fasilitas
umum dan sarana sosial tidak dikenakan PBB-P2 apabila
memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. tanah dan/atau Bangunan tersebut nyata-nyata telah
digunakan sebagai fasilitas umum jalan, berm, saluran
air hujan, jalur hijau, dan lain-lain) dan/atau sarana
sosial (tempat ibadah, kesehatan, pendidikan, dan lain-
lain), tidak termasuk dalam pengertian ini tanah
dan/atau bangunan yang telah direncanakan dalam
site plan sebagai fasilitas umum/sarana sosial tetapi
belum dibangun atau belum selesai dibangun sehingga
belum dapat digunakan sebagai fasilitas umum/sarana
sosial;



(2)

(3)

(4)

b. tanah dan/atau Bangunan tersebut semata-mata
digunakan untuk kepentingan umum/sosial dan tidak
untuk mencari keuntungan; dan/atau tanah dan/atau
Bangunan tersebut dapat berstatus telah diserahkan
oleh pengelola kawasan industri maupun pengelola real
estate kepada Pemerintah Daerah.

Untuk mendapatkan perlakuan pengenaan PBB-P2 atas

fasilitas umum/sarana sosial sebagaimana diatur pada

ayat (1), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan
kepada Kepala Bapenda dengan disertai bukti surat- surat
dan keterangan gambar situasi yang diperlukan.

Berdasarkan surat permohonan Wajib Pajak yang

disertai dengan bukti surat-surat dan keterangan

gambar situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Bapenda mengadakan Pemeriksaan Lapangan

yang dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan

Lapangan, untuk meneliti dan memastikan terpenuhinya

kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kepala Bapenda dalam mengadakan Pemeriksaan

Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat

membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Bapenda.

Pasal 17

Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran,
Pendataan dan penilaian wajib merahasiakan segala sesuatu
yang diketahuinya atau diberitahukan oleh Wajib Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan.

(1)

(2)

(3)

Bagian Kedua
Prosedur Penerbitan dan Penyampaian SPPT

Paragraf 1
Prosedur Penerbitan SPPT

Pasal 18

Kepala Bapenda atas nama Bupati menerbitkan
SPPT/SKPD/SKPDN.

SPPT dicetak/diterbitkan berdasarkan data yang telah
tersedia pada basis data Pemerintah Daerah dan/atau
berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
SPPT/SKPD/SKPDN dapat diterbitkan melalui :

a. pencetakan massal;

b. pencetakan biasa dalam rangka :

1. pembuatan salinan SPPT/SKPD;

2. penerbitan SPPT/SKPD/SKPDN sebagai tindak
lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau
pembetulan;

. tindak lanjut pendaftaran Objek Pajak baru;
. mutasi objek dan/atau Subjek Pajak.

A W



(4)

(5

(6)

(1)
(2)

3)

(4)

Pencetakan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a dilaksanakan pada triwulan pertama tahun
berjalan.
Permohonan cetak salinan SPPT/SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 disampaikan
kepada Bapenda melalui kampung/kelurahan dengan
persayaratan sebagai berikut:
a. surat permohonan salinan SPPT yang ditandatangani
oleh kampung/kelurahan; dan
b. melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk, kartu
keluarga, atau identitas lainnya dari Wajib Pajak.
Bentuk surat permohonan salinan SPPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

SPPT berfungsi sebagai surat pemberitahuan terutang

Pajak untuk menetapkan besarnya Pajak terutang yang

harus dibayar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan

tugas, khususnya penandatanganan SPPT, maka

penandatanganan SPPT dilakukan dengan:

a. Penetapan SPPT disahkan dengan penandatanganan
secara digital/elektronik oleh pejabat berwenang
melalui sistem aplikasi perpajakan.

b. Dalam hal penandatanganan secara digital/
elektronik belum tersedia, maka Penandatangan
SPPT dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:

1. cap dan tanda tangan cetakan untuk ketetapan
sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah); dan

2. cap dan tanda tangan basah untuk ketetapan lebih
dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Formulir SPPT terdiri dari informasi sebagai berikut:

a. bagian atas:

: nomor seri formulir;

2. nama Pemerintah Daerah dan instansinya;

3 informasi berupa tulisan "SPPT PBB-P2 bukan

merupakan tanda bukti kepemilikan hak";

jenis Pajak;

NOP;

letak Objek Pajak;

nama dan alamat Wajib Pajak;

nomor pokok Wajib Pajak;

luas Bumi dan/atau Bangunan;
0. kelas Bumi dan/atau Bangunan;
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11. NJOP per meter persegi (m2) Bumi dan/atau
Bangunan;

12. total NJOP Bumi dan/atau Bangunan;

13. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2;

14. NJOP tidak kena Pajak;

15. NJOP untuk perhitungan PBB-P2;

16. PBB-P2 terhutang;

17. PBB-P2 yang harus dibayar;

18. tanggal jatuh tempo;

19. barcode;

20. tempat pembayaran; dan

21. penandatanganan.

b. bagian bawah:
barcode;
nama Wajib Pajak;
letak Objek Pajak; NOP;
SPPT tahun /Rp;
tanggal diterima; tanda tangan; dan
6. Nama Terang
(5) SPPT PBB-P2 dikelompokkan menjadi S (lima) buku

DHKP yaitu:

a. buku | jumlah pokok ketetapan sampai dengan
Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

b. buku Il jumlah pokok ketetapan 100.000,- (Seratus
Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (Lima
Ratus Ribu Rupiah);

c. buku Il jumlah pokok ketetapan Rp. 500.000,- (Lima
Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,-
(Dua Juta Rupiah);

d. buku IV jumlah pokok ketetapan Rp. 2.000.000,-
(Dua Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,-
(Lima Juta Rupiah); dan

e. buku V jumlah pokok ketetapan di atas Rp.
5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

(6) Untuk dan isi SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 20

SKPD diterbitkan dalam hal sebagai berikut:

a. apabila SPOP dan/atau LSPOP tidak disampaikan
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
tanggal diterimanya SPOP dan/atau LSPOP dan setelah
ditegur secara tertulis oleh Kepala Bapenda
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan

b. surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a
merupakan surat peringatan kepada Wajib Pajak untuk
menyampaikan SPOP dan /atau LSPOP yang harus diisi
dengan jelas, benar dan lengkap.



Pasal 21

(1) Kepala Bapenda atas nama Bupati dapat memberikan
surat keterangan NJOP kepada Wajib Pajak sesuai
permohonan Wajib Pajak, dengan ketentuan:

a. SPPT PBB-P2 belum dicetak oleh Bapenda,

b. sebagai pengganti sementara SPPT dalam hal
pengurusan persyaratan administrasi yang
membutuhkan adanya SPPT; dan

c. surat keterangan NJOP dinyatakan tidak berlaku
apabila SPPT/SKPD telah dicetak oleh Bapenda.

(2) Kepala Bapenda atas nama Bupati dapat memberikan
salinan SPPT/SKPD/STPD atas permohonan
Wajib Pajak.

(3) Kepala Bapenda atas nama Bupati dapat memberikan
surat keterangan NJOP dan salinan SPPT/SKPD/STPD.

(4) Bentuk surat keterangan dan surat permohonan NJOP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Penyampaian SPPT
Pasal 22
(1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak dengan
ketentuan:
a. buku I, buku II, dan buku III sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf a, huruf b,
dan huruf ¢, disampaikan kepada Wajib Pajak melalui
camat, kepala kampung/lurah dikecualikan bagi SPPT
menara telekomunikasi dan badan usaha; dan

b. buku IV dan buku V sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (5) huruf d, huruf e, dan SPPT
menara telekomunikasi dan/atau badan usaha
disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Bapenda.

(2) Sebelum SPPT disampaikan pada Wajib Pajak dilakukan

kegiatan Pemeriksaan terhadap isi SPPT, yaitu meliputi:

a. Subjek Pajak; dan

b. Objek Pajak; dan/atau

c. NJOP.

Pasal 23

(1) Penyampaian SPPT dilaksanakan pada triwulan pertama
tahun berkenaan setelah selesai pencetakan massal.
(2) Jangka waktu penyampaian SPPT selambat-lambatnya:
a. 5 (lima) hari kerja dari camat ke kepala kampung
dan kepala kelurahan; dan
b. 25 (dua puluh lima) hari kerja dari kepala
kampung/lurah kepada Wajib Pajak.



Pasal 24

(1) Penyampaian SPPT oleh Bapenda kepada camat
dituangkan dalam berita acara yang dibuat rangkap 2
(dua), untuk didistribusikan kepada:

a. Kepala Bapenda; dan
b. Camat.

(2) Berita acara penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuat oleh camat dalam rangkap 3 (tiga)
untuk didistribusikan kepada:

a. camat;
b. kepala kampung/lurah; dan
c. Kepala Bapenda.

(3) Berita acara penyampaian SPPT PBB-P2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus
ditandatangani oleh masing-masing pihak.

(4) Format berita acara penyampaian SPPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

(1) Wajib Pajak wajib menandatangani tanda bukti
penerimaan SPPT dan  mencantumkan  tanggal
diterimanya SPPT tersebut.

(2) Tanda bukti penerimaan SPPT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan dasar dalam pelaksanaan
penagihan.

(3) Tanda bukti penerimaan SPPT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berada pada bagian bawah SPPT
selanjutnya disampaikan kepada kepala kampung/lurah.

(4) Kepala kampung/lurah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) menghimpun dan menyimpan tanda bukti penerimaan
SPPT yang diterima dari Wajib Pajak, kemudian dicatat
dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT dan
selanjutnya disampaikan kepada camat.

(5) Daftar rekapitulasi penyampaian SPPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diserahkan ke Bapenda oleh
camat setiap hari kerja dengan menggunakan tanda
terima formulir SPPT.

Pasal 26

(1) SPPT yang tidak diterima atau tidak disampaikan
kepada Wajib Pajak oleh kepala kampung/lurah harus
dikembalikan kepada Bapenda melalui camat dengan
berita acara pengembalian SPPT.

(2) SPPT yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disebabkan karena SPPT ganda atau Wajib
Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak dapat
ditemukan.



(3) Format berita acara pengembalian SPPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran

VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Prosedur Pembayaran dan Pengangsuran

Paragraf 1
Pembayaran

Pasal 27

(1) PBB-P2 yang terutang dibayar di Bank Persepsi atau
Bank Operasional, Pembayaran Elektronik atau Online
Payment System (OPS) dan tempat pembayaran PBB-P2
lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Pembayaran PBB-P2 secara tunai dapat dilakukan
oleh Wajib Pajak melalui petugas pemungut Bapenda/
kampung/kelurahan.

(3) Pembayaran PBB-P2 yang terutang dilakukan dengan
menggunakan SPPT/STPD dan/atau menunjukan NOP
PBB-P2 yang telah diterima oleh Wajib Pajak.

(4) Hasil penerimaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus disetor ke Bank Persepsi atau Bank
Operasioanal, Pembayaran Elektornik atau Online
Payment System (OPS dan tempat pembayaran PBB-P2
lainnya yang ditetapkan oleh Bupati paling lambat 1 x 24
(satu kali dua puluh empat) jam.

(5) Apabila pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) jatuh pada hari libur maka pembayaran Pajak
dilakukan pada hari kerja berikutnya.

(6) Penunjukan Bank Persepsi atau Bank Operasioanal,
Pembayaran Elektornik atau Online Payment System
(OPS), tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

(1) Dalam rangka efisiensi penyetoran PBB-P2 dari petugas
pemungut kampung/kelurahan ke Bank Persepsi atau
Bank Operasional, Pembayaran Elektronik atau Online
Payment System (OPS) dan tempat pembayaran PBB-P2
lainnya yang  ditetapkan oleh  Bupati, pihak
kampung/kelurahan :

a. membuat jadwal penerimaan PBB-P2 sekurang-
kurangnya 1 (satu) minggu sekali;

b. menunjuk operator PBB-P2 kampung/kelurahan
untuk melakukan input data pembayaran PBB-P2
melalui kanal pembayaran digital/elektronik; dan

c. operator PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada huruf b
bertanggung jawab mutlak atas penggunaan
digital/elektronik.



(2) Penjadwalan penerimaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus disosialisasikan kepada masyarakat
dan dikoordinasikan dengan Bapenda.

Pasal 29

(1) Pembayaran PBB-P2 terutang di Pembayaran Elektronik
atau Online Payment System (OPS) dan tempat
pembayaran PBB-P2 lainnya yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan
menggunakan layanan perbankan baik secara tunai
maupun non tunai.

(2) Pembayaran PBB-P2 secara non tunai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan dianggap sah apabila jumlah
rekening Wajib Pajak yang ada pada tempat pembayaran
digital/elektronik telah berhasil didebet oleh Bank
Persepsi.

(3) Bukti pembayaran/penyetoran PBB-P2 yang diterbitkan
di tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggap sah sebagai SSPD/STTS apabila telah
dicantumkan “Approval Code”.

(4) Tanda bukti pembayaran PBB-P2 yang terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SSPD
atau bukti pembayaran lain yang sah berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

(5) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

(1) PBB-P2 yang terutang wajib dilunasi sebelum lewat
tanggal jangka waktu pembayaran /penyetoran.

(2) Jangka waktu pembayaran/penyetoran PBB-P2 terutang
paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman
SPPT.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau
menyetorkan tepat pada waktunya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dikenai sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per
bulan dari pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan
dan ditagih dengan STPD.

(4) Jangka waktu pembayaran/penyetoran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.



Paragraf 2
Pengangsuran Pembayaran

Pasal 31

(1) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak setelah
memenuhi  persyaratan yang ditentukan dapat
memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur pembayaran PBB-P2.

(2) Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan yang ditentukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan
likuiditas, dibuktikan dengan menunjukkan besarnya
rasio aktiva lancar terhadap utang lancar kurang dari
1 (satu) serta melampirkan laporan keuangan tahun
sebelumnya dan/atau SPT tahunan Pajak penghasilan
badan tahun sebelumnya;

b. Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan
keuangan, dibuktikan dengan:

1. surat keterangan tidak mampu dari kepala
kampung/lurah dalam hal Wajib Pajak tidak
menyelenggarakan pembukuan; atau

2. menunjukan besarnya rasio aktiva lancar terhadap
utang lancar kurang dari 1 (satu) dalam hal wajib
pajak dimaksud menyelenggarakan pembukuan
serta melampirkan laporan keuangan tahun
sebelumnya.

3. Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar
kekuasaannya, yang meliputi bencana alam,
kebakaran, huru-hara/kerusuhan masal, atau
keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

(3) Batas waktu pelunasan pengangsuran atas pembayaran
PBB-P2 terutang dapat diberikan paling lama pada
tanggal jatuh tempo.

(4) Apabila SPPT/SKPD/STPD tidak atau kurang dibayar
setelah jatuh tempo pembayaran terlampaui, dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu
persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

(5) Pembayaran angsuran PBB-P2 dilakukan dengan
menggunakan SSPD PBB-P2.

(6) Format surat permohonan pengangsuran pembayaran
dan surat persetujuan pembayaran angsuran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Prosedur Pelaporan

Pasal 32
(1) Pelaporan PBB-P2 dilaksanakan oleh Bapenda.



(2) Pelaporan  PBB-P2  bertujuan untuk memberikan
informasi tentang realisasi penerimaan PBB-P2 sebagai
bagian dari pendapatan asli daerah.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan SPPT, SKPD, SSPD, dan dokumen lain yang
sah dari bank tempat pembayaran atau tempat
pembayaran PBB-P2 lainnya yang sah.

(4) Bapenda menerima laporan penerimaan PBB-P2 dari
bank tempat pembayaran paling lambat pada tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya.

(5) Format pelaporan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Prosedur Penagihan

Pasal 33

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak
terutangnya Pajak, Kepala Bapenda atas nama Bupati
dapat melakukan penagihan.

(2) Penagihan dilaksanakan melalui penetapan STPD,
SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

(3) STPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan surat
teguran dan/atau surat paksa.

(4) Sebelum surat teguran diberikan, dilakukan upaya
persuasif selama 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo.

(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberikan 7 (tujuh) hari setelah dilakukan upaya
persuasif.

(6) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan
tugas, Kkhususnya penandatanganan STPD, maka
penandatanganan STPD dilakukan dengan:

a. Penerbitan STPD secara penandatangan digital/
elektronik oleh pejabat berwenang melalui sistem
aplikasi perpajakan.

b. Dalam hal penandatanganan secara digital/
elektronik belum tersedia, maka Penandatangan
STPD dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:

1. cap dan tanda tangan cetakan untuk tagihan
sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah); dan

2. cap dan tanda tangan basah untuk tagihan lebih
dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 34

(1) Penetapan  SKPDKB/SKPDKBT, dilakukan melalui
tahapan:



a. Bapenda memeriksa SPPT/SKPD, STPD, SSPD
sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun sejak
dibayar oleh Wajib pajak;

b. Terhadap SPPT/SKPD, STPD, SSPD yang ternyata
kurang bayar, Bapenda menetapkan
SKPDKB/SKPDKBT;

c. Wajib Pajak menerima SKPDKB/SKPDKBT dan
membayarkan PBB-P2 terutang sesuai dengan
prosedur pembayaran PBB-P2

(2) Penerbitan Surat Teguran, melalui:

a. STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan
Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus
dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak
dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;

b. dalam hal STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan
Banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sejak
hari jatuh tempo Bapenda melakukan upaya persuasif
kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB-P2 terutang;

c. setelah 1 (satu) bulan sejak hari jatuh tempo, atas
permohonan penundaan atau pembayaran PBB-P2
secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui,
Bapenda tetap melakukan upaya persuasif kepada
Wajib Pajak agar melunasi PBB-P2 terutang; dan

d. setelah 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo, atas
permohonan penundaan atau pembayaran Pajak
secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak
disetujui, Bapenda menerbitkan surat teguran.

(3) Format STPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan surat teguran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran XII dan Lampiran XIII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Mutasi, Pembetulan, Pembatalan,
Pengurangan Ketetapan dan Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administratif

Paragraf 1
Umum

Pasal 35

(1) Kepala Bapenda atas nama Bupati dapat membetulkan
SPPT, SKPD dan STPD yang dalam penerbitannya
terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.



(2) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak secara

dapat:

a. melakukan perubahan mutasi data objek/Subjek
Pajak;

b. melakukan pembetulan SPPT/SKPD/STPD yang
salah;

c. membatalkan SPPT/SKPD/STPD yang tidak benar;

d. mengurangkan SPPT/SKPD/STPD; dan/atau

e. mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administratif PBB-P2 berupa bunga, denda dan
kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib
Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

(3) Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat mengurangkan
atau menghapuskan sanksi administratif PBB-P2
berupa bunga dan denda karena:

a. Subjek Pajak terkena bencana sosial dan/atau
wabah penyakit;

b. Objek Pajak terkena bencana alam seperti gempa
bumi, banjir, tanah longsor, atau sebab lain yang
luar biasa seperti kebakaran, kekeringan, wabah
penyakit tanaman ataupun hama tanaman;
dan/atau

c. kondisi tertentu lainnya seperti program percepatan
penyelesaian piutang, pemberian stimulus untuk
meningkatkan  perekonomian  masyarakat dan
peringatan hari jadi Kabupaten Tulang Bawang.

(4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif
PBB-P2 berupa bunga dan denda dalam kondisi tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(5) Dalam rangka percepatan target penerimaan PBB-P2
Kepala Bapenda dapat mengurangkan atau
menghapuskan sanksi administratif PBB-P2 berupa
bunga dan denda.

(6) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif
PBB-P2 berupa bunga dan denda dalam rangka
percepatan target penerimaan PBB-P2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Bapenda.

Paragraf 2
Mutasi

Pasal 36

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan mutasi/perubahan atas
data objek/Subjek Pajak yang diakibatkan oleh jual-beli,
waris, hibah atau sebab lain yang mengakibatkan
berubahnya objek/Subjek Pajak.

(2) Pengajuan permohonan mutasi/perubahan objek/Subjek
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diajukan secara perorangan maupun kolektif dengan
ketentuan:



a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;

b. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan
dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh
bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat
Kuasa;

c. mengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelas, benar,
dan lengkap serta ditandatangani;

d. permohonan kolektif diajukan untuk SPPT dengan
ketetapan tidak lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta
rupiah);

e. melampirkan asli SPPT tahun berjalan;

telah melunasi PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir; dan
g. melampirkan bukti pendukung sebagai berikut:

1. surat pengantar dari Kampung/Kelurahan untuk
pengajuan secara perseorangan;

2. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga
atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;

3. surat tanda bukti hak atas bumi dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (4) huruf b; dan

4. surat keterangan kepala kampung/lurah.

(3) Bentuk  formulir  permohonan  mutasi/perubahan
objek/Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Paragraf 2
Pembetulan SPPT

Pasal 37

(1) Dalam hal SPPT telah disampaikan kepada Wajib Pajak
dan ditemukan kesalahan seperti nama Wajib Pajak,
alamat, luasan Objek Pajak, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan pembetulan kepada Bapenda.

(2) Atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bapenda melakukan verifikasi dan
pembetulan.

(3) Verifikasi dan pembetulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan
sejak diterimanya pengajuan/permohonan dari Wajib
Pajak.

(4) Permohonan pembetulan SPPT, SKPD, STPD dan
SKPDLB PBB-P2 dapat diajukan secara perorangan
maupun kolektif dengan ketentuan:

a. permohonan pembetulan secara perorangan harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk
1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan;



diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
disertai alasan yang jelas;

diajukan kepada Bupati melalui Kepala bapenda;
surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak,
dan dalam hal surat permohonan ditandatangani
oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan
Surat Kuasa;

mengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelas, benar
dan lengkap serta ditandatangani, untuk kesalahan
ZNT dan kesalahan nama Wajib Pajak atau alamat
objek atau Subjek Pajak, sedangkan untuk
kesalahan yang disebabkan karena kekeliruan
memasukkan data tidak perlu mengisi SPOP
dan/atau LSPOP; dan

. melampirkan bukti pendukung sebagai berikut:

a) surat pengantar dari Kampung/Kelurahan;

b) asli SPPT/SKPD/STPD/SKPDLB tahun
berkenaan;

c¢) telah melunasi PBB-P2 5 tahun terakhir;

d) fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga
atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;

e) surat tanda bukti hak atas Bumi dan/atau
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (4) hurufb; dan

f) surat keterangan kepala kampung/lurah.

. permohonan pembetulan secara kolektif harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

@

diajukan untuk SPPT tahun Pajak yang sama
dengan Pajak yang Terutang untuk setiap SPPT
dengan ketetapan tidak lebih dari Rp500.000,- (lima
ratus ribu rupiah);

. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia

disertai alasan yang jelas;

diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;

diajukan melalui kepala kampung/lurah

setempat;

mengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelas, benar

dan lengkap serta ditandatangani, untuk kesalahan

ZNT dan kesalahan nama Wajib Pajak atau alamat

objek atau subjek saja, sedangkan untuk kesalahan

yang disebabkan karena kekeliruan memasukkan

data tidak perlu mengisi SPOP dan/atau LSPOP;

dan

melampirkan bukti pendukung sebagai berikut:

a) asli SPPT/SKPD/STPD/SKPDLB tahun
berkenaan;

b) telah melunasi PBB-P2 5 tahun terakhir;

c) fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga
atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;

d) surat tanda bukti hak atas bumi dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (4) huruf b; dan



e) surat keterangan kepala kampung/lurah.

c. Pembetulan SPPT secara kolektif dapat dilakukan
secara online melalui petugas kampung/kelurahan
dengan cara sebagai berikut :

1. petugas kampung/kelurahan membuka website
atau aplikasi Pajak Daerah milik Bapenda;

memilih menu administrator;

memilih menu e-SPOP;

mengisi SPOP dan/atau LSPOP;

SPOP dan/atau LSPOP yang telah diisi dengan

jelas, benar dan lengkap selanjutnya dikirim ke

Bapenda melalui aplikasi yang tersedia; dan

6. mencetak tanda bukti pendaftaran secara
online.

d. tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk
memproses surat permohonan adalah:

1. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal
disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak;
dan

2. tanggal stempel pos, dalam hal surat permohonan
disampaikan melalui pos.

(5) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi pembetulan atas kesalahan atau
kekeliruan yang bersifat manusiawi tidak mengandung
persekongkolan antara Fiskus dan Wajib Pajak, berupa
kesalahan tulis, kesalahan hitung, kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan terhadap surat keputusan atau surat
ketetapan sebagai berikut:

SPPT;

SKPD;

STPD;

surat keputusan pemberian pengurangan,

surat keputusan pengurangan sanksi administratif;

Surat Keputusan Pembetulan;

Surat Keputusan Keberatan;

surat keputusan pemberian imbalan bunga; dan

surat keputusan pengurangan sanksi administratif,

surat keputusan penghapusan sanksi administratif,

surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, atau
surat keputusan pembatalan ketetapan pajak.

(6) Permohonan  pembetulan yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau
ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan
sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(7) Dalam hal permohonan pembetulan tidak
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bapenda harus memberitahukan secara tertulis
kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
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(8) Bentuk  formulir permohonan pembetulan SPPT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Pembatalan

Pasal 38

(1) Pembatalan atas SPPT/SKPD/STPD dapat dilakukan
apabila SPPT/SKPD/STPD tersebut tidak benar dan
seharusnya tidak diterbitkan.

(2) Ketidakbenaran SPPT/SKPD/STPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. data ganda Objek Pajak; dan/atau

b. Objek Pajak tidak ditemukan.

(3) Pengajuan permohonan pembatalan SPPT/SKPD/STPD
PBB-P2 dapat diajukan secara perorangan/kolektif
dengan persyaratan:
a.surat permohonan diajukan secara tertulis dalam

bahasa Indonesia;

b. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;

c. permohonan kolektif diajukan untuk SPPT dengan
ketetapan tidak lebih dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah);

d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan
dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh
bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat
Kuasa;

e. surat pengantar dari Kampung/Kelurahan untuk
pengajuan secara perseorangan;

f. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau
identitas lainnya dari Wajib Pajak;

g. asli SPPT tahun yang berkenaan;

h.khusus permohonan pembatalan secara kolektif
dengan alasan objek tidak ada melampirkan surat
pernyataan diatas materai dari kepala kampung/lurah
yang menyatakan bahwa Objek Pajak yang dibatalkan
tersebut tidak akan diajukan pendaftaran objek pajak
baru, baik atas nama wajib pajak semula maupun atas
nama wajib pajak lain; dan

i. surat keterangan kepala kampung/lurah.

Paragraf 4
Pengurangan Ketetapan

Pasal 39

(1) Pengurangan  ketetapan  SPPT/SKPD/STPD dapat
diberikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan:
a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada
hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena
sebab-sebab tertentu lainnya; dan/atau



b. dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau
sebab lain yang luar biasa.

(2) Kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya
dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab
tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a untuk
a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:

1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran
pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan,
penerima tanda jasa bintang gerilya, atau
janda/dudanya;

2. Objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/
petemakan yang hasilnya sangat terbatas dan/atau
mengalami gagal panen sepanjang tahun yang Wajib
Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;

3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan,
sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit
dipenuhi;

4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah sehingga  kewajiban
membayar PBB-P2 sulit dipenuhi; dan

5. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah yang NJOP per meter
perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan
dan dampak positif pembangunan.

b. Wajib Pajak Badan meliputi Objek Pajak yang Wajib
Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami
kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak
sebelumnya sehingga tidak dapat memenubhi
kewajiban rutin.

c. kondisi tertentu lainnya seperti program percepatan
penyelesaian piutang, pemberian stimulus untuk
meningkatkan perekonomian masyarakat dan
peringatan hari jadi Kabupaten Tulang Bawang.

(3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan
oleh alam, meliputi gempa bumi, tsunami, gunung
meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah
longsor.

(4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit
tanaman dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 40

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang
yang tercantum dalam SPPT/SKPD.



(2) PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok Pajak
ditambah dengan sanksi administratif.

(3) SPPT/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan
untuk sanksi administratif.

(4) Bentuk formulir permohonan pengurangan/pembatalan
perorangan dan kolektif tercantum dalam Lampiran XVI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

Pengurangan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

39 dapat diberikan:

a. sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2
yang terutang dalam kondisi tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) hurufa angka 1;

b. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari
PBB-P2 yang terutang dalam kondisi tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a
angka 2, angka 3, angka 4 dan/atau angka 5, atau Pasal
39 ayat (2) huruf b; dan

c. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2
yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana
alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dan ayat (4).

Paragraf 5
Penghapusan atau Pengurangan
Sanksi Administratif

Pasal 42

(1) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi
administratif diajukan secara perseorangan /kolektif.

(2) SPPT/SKPD/STPD yang telah diajukan permohonan
penghapusan atau pengurangan sanksi administratif
tidak dapat diajukan kembali.

(3) Bentuk formulir permohonan penghapusan atau
pengurangan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 43

(1) Keputusan Bupati penghapusan atau pengurangan
sanksi administratif dapat berupa mengabulkan
seluruhnya atau sebagian atau menolak.



(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada hasil pemeriksaan.

Bagian Ketujuh
Prosedur Keberatan dan Banding

Paragraf 1
Keberatan

Pasal 44

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati
atas:

a. penetapan sebagai Wajib Pajak; dan

b. SPPT dan SKPD.

(2) Pengajuan keberatan atas SPPT/SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam
hal :

a. Wajib Pajak menganggap luas objek Bumi dan atau
bangunan, klasifikasi atau NJOP Bumi dan/atau
Bangunan yang tercantum dalam SPPT/SKPD tidak
sesuai dengan keadaan sebenarnya; dan

b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-
undangan PBB-P2 antara Wajib Pajak dengan Fiskus.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diajukan secara:

a. perorangan atau kolektif untuk SPPT; dan

b. perorangan untuk SKPD.

(4) Keberatan terhadap SPPT dan SKPD dengan ketetapan
sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
diajukan secara perorangan atau kolektif melalui kepala
kampung/lurah yang bersangkutan.

(5) Keberatan atas SPPT dan SKPD dengan ketetapan di atas
Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diajukan oleh
Wajib Pajak secara perseorangan.

(6) Bentuk formulir permohonan keberatan atas pajak
terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal surat pengajuan keberatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diterima,
harus menetapkan keputusan atas keberatan yang
diajukan berdasarkan berita acara Pemeriksaan.

(2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan
atau penjelasan tertulis sepanjang Surat Keputusan
Keberatan belum diterbitkan.



(3) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak atau menambah besarnya Pajak yang
Terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

(5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut
dapat dilimpahkan kepada Kepala Bapenda.

Pasal 46

(1) Pengajuan  keberatan tidak menunda kewajiban
membayar PBB-P2 yang terutang dan pelaksanaan
penagihan Pajak.

(2) Dalam  hal keputusan keberatan menyebabkan
perubahan data dalam SPPT/SKPD Kepala Bapenda
menerbitkan SPPT/SKPD baru berdasarkan keputusan
keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.

(3) SPPT/SKPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak bisa diajukan keberatan.

Paragraf 2
Banding

Pasal 47

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding
hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Pengajuan  permohonan  banding menangguhkan
kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu)
bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Bagian Kedelapan
Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 48

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 kepada
Bupati dalam hal:

a. PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang
seharusnya terutang;

b. dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak seharusnya
terutang; dan

c. terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b adalah Pajak yang masih harus dibayar
termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda
atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan
pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan
perundang-undangan perpajakan.



(2) Kelebihan pembayaran PBB-P2 dapat terjadi karena :

perubahan peraturan;

surat keputusan pemberian pengurangan;

surat keputusan penyelesaian keberatan;

. kesalahan penetapan;

kekeliruan pembayaran; dan

keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan

hukum tetap.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dengan melampirkan sekurang-kurangnya
a. SPPT/SKPD dan SSPD asli; dan
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b. STPD.
(4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak diterimanya surat permohonan

pengembalian dari Wajib Pajak, menerbitkan :

a. SKPDLB, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar
ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;

b. SKPDN, apabila jumlah PBB-P2 sama dengan
jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang; dan

c. SKPDKB, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar
ternyata kurang dari jumlah PBB-P2 yang seharusnya
terutang.

(5) Pengembalian kelebihan PBB-P2 dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB.

(6) Penerbitan SKPDLB, SKPDN dan SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan kepada
Kepala Bapenda.

(7) Formulir permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

(1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 diperhitungkan terlebih
dahulu dengan utang Pajak lainnya.

(2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas
kelebihan pembayaran PBB-P2, kelebihan tersebut dapat
diperhitungkan dengan Pajak yang akan terutang.

(3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Bagian Kesembilan
Prosedur Penentuan Kembali dan
Penundaan Tanggal/Saat Jatuh Tempo

Pasal 50

(1) Bupati atas permintaan Wajib Pajak dapat menentukan
kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran
dikarenakan keterlambatan diterimanya SPPT.



(2) Bupati atas permintaan Wajib Pajak dapat menunda
tanggal/saat jatuh tempo pengembalian SPOP karena
sebab-sebab tertentu.

(3) Penentuan  kembali tanggal/saat  jatuh  tempo
pembayaran dan menunda tanggal/saat jatuh tempo
pengembalian SPOP atas permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat
dilimpahkan kepada Kepala Bapenda.

(4) Formulir permohonan penundaan tanggal jatuh tempo
pembayaran SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan permohonan tanggal jatuh tempo pengembalian
SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Informasi

Pasal 51

Wajib Pajak dapat memperoleh informasi yang berhubungan
dengan pelaksanaan PBB-P2.

BAB IV
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 52

(1) Bupati dapat menghapuskan piutang Pajak dikarenakan
tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.

(2) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
berdasarkan usulan Kepala Bapenda.

(3) Permohonan  penghapusan piutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. nama dan alamat Wajib Pajak;

b. jumlah piutang Pajak;

c. Tahun Pajak;dan

d. alasan penghapusan piutang Pajak.

(4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. SPPT;

SKPD;

STPD;dan

Surat Keputusan Pembetulan, Keberatan dan Putusan

yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar

bertambah.

(5) Piutang Pajak Wajib Pajak orang pribadi yang menurut
data tunggakan PBB-P2 tidak dapat atau tidak mungkin
ditagih lagi disebabkan:

oo o



. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak dapat

ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak
meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai
ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;

. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak

mempunyai harta kekayaan lagi;
tidak ditemukan alamat pemiliknya karena Objek
Pajak sudah tutup;

. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;

atau

. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain,

seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi
atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan
Pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi
disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindar.

(6) Piutang Pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data
tunggakan PBB-P2 tidak dapat atau tidak mungkin
ditagih lagi disebabkan:

a.

bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi,
komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak
lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau
likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;

. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak

memiliki harta kekayaan lagi;

penagihan Pajak secara aktif telah dilaksanakan
dengan penyampaian salinan surat paksa kepada
pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan
negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung
maupun dengan  menempelkan pada  papan
pengumuman atau media massa,

. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah

kedaluwarsa; atau

. sebab lain sesuai hasil pemeriksaan.

Pasal 53

(1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang
Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), wajib
dilakukan Pemeriksaan setempat atau Pemeriksaan
administrasi oleh Bapenda yang hasilnya dibuat
uraian Pemeriksaan.

(2) Uraian Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak dan
piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk
menentukan besamya piutang Pajak yang tidak dapat
ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

(3) Piutang Pajak hanya dapat diusulkan untuk dihapus
setelah adanya wuraian Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).



(4) Bapenda menyusun daftar usulan penghapusan piutang
Pajak berdasarkan uraian Pemeriksaan dan
menyampaikan daftar usulan dimaksud kepada Bupati.

Pasal 54

(1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak
sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (4),
diterbitkan keputusan Bupati tentang Penghapusan
Piutang Pajak.

(2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditetapkan oleh:

a. Bupati untuk jumlah sampai dengan

b. Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

c. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih
dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

BAB V
PEMERIKSAAN

Pasal 55

(1) Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-
P2 dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban PBB-P2 dapat dilakukan dalam hal:

a. terdapat indikasi Wajib Pajak tidak melaporkan objek
pajaknya dengan benar; dan

b. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran PBB-P2 selain permohonan
karena keputusan keberatan, putusan banding,
putusan peninjauan kembali, keputusan
pengurangan, atau keputusan lain, yang
mengakibatkan kelebihan pembayaran PBB-P2.

(3) Ruang lingkup Pemeriksaan meliputi Pemeriksaan atas 1
(satu) Tahun Pajak berjalan dan/atau tahun-tahun
sebelumnya.

Pasal 56

(1) Pemeriksaan dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor
dan/atau Pemeriksaan Lapangan.

(2) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) bulan yang dihitung sejak tanggal
diterbitkan SP2 sampai dengan tanggal LHP
ditandatangani.



(3) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal
diterbitkan =~ SP2  sampai dengan tanggal LHP
ditandatangani.

(4) Jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) diselesaikan dengan memperhatikan
jatuh tempo pemberian keputusan atas permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran.

Pasal 57

(1) Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Berita
Acara dan LHP dan didokumentasikan dengan baik.

(2) LHP digunakan sebagai dasar penerbitan:

a. SKPD; dan
b. SKPDLB.

(3) Bentuk format Berita Acara dan LHP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX
Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

(1) Terhadap Objek Pajak yang tidak/belum dibayar
pajaknya oleh Wajib Pajak sampai batas waktu yang
telah ditetapkan dapat dilakukan penempelan stiker
dan/atau pemasangan banner yang menyatakan bahwa
"Tanah dan Bangunan Belum Dilunasi PBB-P2 nya".

(2) Bentuk stiker dan/atau banner sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 59

Bentuk surat keterangan dari kepala kampung/kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e,
Pasal 6 ayat (2) huruf h, Pasal 9 ayat (2) huruf ¢, Pasal 36
ayat (2) huruf g nomor (4), Pasal 37 ayat (4) huruf a nomor
(6) huruf f, dan Pasal 37 ayat (4) huruf b nomor (6) huruf e
tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati i

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:



a. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 45 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran,
dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tulang Bawang
(Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014
Nomor 45);

b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 46 Tahun 2014
tentang Persyaratan serta Tata Cara Pembayaran,
Penundaan dan Angsuran Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Tahun 2014 Nomor 46);

c. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 48 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 Nomor 48);

d. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2016
tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 03);

e. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 04.A Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Aministratif dan Pengurangan atau Pembatalan
Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2016 Nomor 04.A);

f. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 22 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sudah
Kadaluarsa (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2016 Nomor 22);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal ¢ Aqustul 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN

Diundangkan di Menggala
pada tanggal (p 44wt 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

FERLI YULEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2024 NOMOR ..J-}

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,
v

» 19780117 199803 1 003




LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A.SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

|

i TTULANG Bawing

| | 45 T BADAN PENDAPATAN DAERAH

| ‘ j JI. Cemara Lk Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kec
=1 Menggala

Nl Kab, Tulang Bawang Provinsi Lampung Kode Pos 34596
Telp. (0726)21114

|
1 |

NoFomsil: FT71 T1 T 1 |

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

Sclain yang diisi olch petugas (bagian yang diarsir), diisi olch
wajib pajak. l
Beri tanda silang pada kolom yang sesuai

" PAJAK BUMI DAN BANGUNAN:

1. JENIS TRANSAKSI D I.Perckaman Data

D 2 Pemutakhiran Data

D 3 Pemutakhiran Data

PR DTII KEC

KEL/DES

BLOK NO URUT KODE

L] 17 17 11

| 2. NOP

I3 LI ]

3. NOP BERSAMA

L1 ] L1 17 11

] C 1T 13 CILCI 13 3

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA

4. NOP ASAL

[ N

L L L) L]

BARU

]

| 5. NOSPPTLAMA

. - - -

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

6 hAMA JAL AN

7 BLOK/KAVNOMOR

LI LTI T T T T]

(LI T T T TTITTTTITITTITIT]

[ 8T KELURAHAN/DESA

TT10 COLILITITITT] |

(10 CLII

11. NOP ASAL

D 1.Pemilik E] 2.Penyewa

12. PEKERJAAN [ 1pns%) 2ABRIY) [ ] 31

’ 13. NAMA SUBJEK PAJAK

[] 3.Pengelola

Pensiunan®) D 4.Badan

D 4 Pemakmi [__:] 5.Sengketa

lll_lﬂ.IllllHlll._J_

CLTTTTTTTTITTITITITTT

[ 1

L] L]
Lt

L LTI T[]
CT T ITTTTTITTT

|
|
[:j 5.Lainnya ‘
|

I LTI I I I I I

18. KABUPATEN/KOTAMADYA-KODE POS

16.RT 17. RW

Ll Ll |

LTI T T T T TITTIT T T T

HENR NN EEREEEN

19.NOMOR KTP
[ |

,
11'

LI T T I T T TIT LT LT

||

5

| 20. LUAS TANAH . [ T T 1T T 1T 171

|

| 21. JENIS TANAH 1. Tanah+ 2 Kavling | 3T

‘ Bangunan Siap bangun L kosong
4. Tanah

Perkebunan

l D D $.Pertambahan D

Catatan : *) yang penghasilannya semata-mata berasal dan gaji atau uang pensiunan

6.Fasilitas
Umum

Tanah

22. ZONA NILAI TANAH

23

JUMLAH BANGUNAN




PERNYATAAN SUBYEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut
keadaan yang scbenamya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No. 12 Tahun 1985

24, NAMA SUBYEK PAJAK/ 25. TANGGAL 26 TANDA
| TANGAN
l KUASANYA
|
[ Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan
. Dalam hal subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan
Sket/Denah Lokasi Objek Pajak
. Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) han sejak diterima oleh Subjek Pajak

|
‘ sesuail Pasal 9 ayat (2) UU No.12 Tahun1985

G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
27.TANGGAL(TGIBLN/THN) [ [ /[ [ /[ 1 ] 28 TANGGALTGIBINAHN) [ [ 1/ [ 1/ [ 1
29.TANDA TANGAN 30. TANDA TANGAN
31. NAMA JELAS 32. NAMA JELAS

| 33.NP (I T T T T 1T 34np I I

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

i
l
|
|

KETERANGAN: Contoh Penggambaran
- Gambar sket/denah lokasi objck pajak (tanpa skala), vang T
dihubungkan dengan jalan raya/jalan protokol, jalan

lingkungan dan lain-lain vang mudah diketahut umum.
- Scbutkan batas-batas pemilikan scbelah Utara, Sclatan, -
Timur dan Barat [ JUl. Kerinci I

Kam . Ali
Saidi

- Burhan




B. LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No Formulir

L TTT0 O17]

1. JENIS TRANSAKSI 1 Peickaman Dita D 2 Pemutakhiran Data D 3 Pemutakhiran Data
4. Penilaian Individual
PR DIl KiiC KELDES  BLOK NOURUT  KODE | 3. JUMLAH BNG
2 NOP (1] CIJ [COL1J CLI] CILIJCITITI3 [ |4 BANGUNANKE

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

5. INS PENGGUNAAN [ ] I.Perumahan
BANGUNAN
[ 7.HoteyWisma
[] 10.Lain-lain
[:] 13.Apartemen
[] 16.Gedung Sekolah

[] 4.Toko/Apotik/Pasar/Ruko

D 2 Perkantoran Swasta

[] 5.Rumah SakivKlinik

[] 8Bengkel/Gudang/Pertanian
[] 11.Bng Tidak Kena Pajak
D 14.Pompa Bensin

[ 3-Pabrik

D 6.Olahraga/Rekreasi
[] 9.Gedung Pemerintah
[:] 12.Bangunan Parkir

[] 15.Tangki Minyak

3.
6. LUASBANGUNAN [ | [ | I T ] 7. JUMLAH 11
M2) LANTAI
$. THNDIBANGUN | [ [ ] ]
9. THN DIRENOVASI 10. DAYA LISTRIK
TERPASANG
I1. KONDISIPADA [ | 1.Sangat baik [] 2Baik [] 3.Sedang [ adelek
UMUMNYA
12. KONSTRUKSI [ | 1.Baja [] 2Beton [] 3Bawbata [] axayu
13. ATAP [ 1.Decrabin/Beton/ [] 26tgBetoy [ | 3GtgBiasaSirap [ | 4 Asbes [] 5Seng
Gig. Glazur
14. DINDING [ ] 1-Kaca/Aluminium [] 2Beton [ ] 3Bawbata/Conblok [ ] 4.Kayu [] 5.Seng
15. LANTAI (] 1Marmer (] 2Kemmik ~ [] 3.Terso [] 4UpinVC/Papan [ ] SSemen
16. LANGIT-LANGIT [ | LAkustik Jati [] 2Triplek/ [ ] 3.Tidak ada ] ]
Asbes/Bambu
B. FASILITAS
17. JuMLAHAC [ [ ] sPuIT [ 1] wmpow 18. ACCENTRAL [ 1.Ada [] 27dk Ada
19. waskolam [ [ [ 1] 20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)
RENANG@m2) [__| 1.Diplester [ 2.Dengan Pelapis [ T T JRingan [ T T [ ] Berat
[ 1T 1 JSedamg [ | | [ | DgnPenutuplantai
21. JUMLAH DGN LAMPU TNP LAMPU 22, JUMLAH LIFT 23. JMLTANGGA BERJALAN
LAPANGAN [T ] Beton 13 [T Penumpang
TENIS [T Aspal Ll T ] Kapsul Lbr<0.8 0M
EE] Tanah Liat/Rumput [::[:] :E] Barang Lbr>0.80 M [ l
24. PANJANG 25. PEMADAMKEBAKARAN
PAGARM [ [T 1] LHydamt [ ] 1.Ada [] 2Tidak Ada
BAHAN [] 1Baja/Besi [] 2 Bata/Batako 2.Sprinkler [ ] 1.Ada [] 2.Tidak Ada
PAGAR 3Fire Al [ ] LAda [ 3.Tidak Ada
2. MLSALURAN [ [ [ [ ] 27KEDALAMANSUMUR [ [ [ [ |
PES PABX ARTESIS (M)

TENIS




C. DATATAMBAHAN UNTUK BPJB = 3/8

|| PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB=3/8)

28. TINGGIKOLAM(m*) [ [ ] 29. LEMBAR BENTANG (m*) [ [ ] 32. LUAS MEZZANINE (m?) [ [ [ ]
30. DAYA DUKUNG LT TT] sukeuuNGDNDNGmd) [ | | |
LANTAI (Kg/m®)

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON STANDARD

|| PERKANTORAN SWASTA/GEDUNG PEMERINTAHAN (JBB=2/9)
33. KELASBANGUNAN [ |1 Kelas1 [ |2 Kelass2 [ 3. Kelas3 [ 4. Kelas4

D TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JBB=4)
34 KELASBANGUNAN [ |1 Kelss1 [ |2 Kelas2 [ ]3. Kelas3

|| RUMAH SAKIT/KLINIK (JPB=5)

35. KELASBANGUNAN [ | L Kelas1 [ ]2 Kelss2 [ 3. Kelas3 [ 4. Kelas4
36. LUAS KAMAMR DNG 37. LUAS RUANG LAIN DNG

AC CENTRAL (m?) | | | | | | AC CENTRAL (m?) | | | | |

[ ] OLAHRAGA/REKREASI (JPB=6)
38. KELASBANGUNAN [ |1 Kelas1 [_|2. Kelas2

D HOTEL/WISMA (JPB=7)

39. JENIS HOTEL [ J1.Non Resort [ ] 2. Resort
40. JUMLAH BINTANG [ |1 Bintang5 | |2. Bintangd [ |3. Bintang3 [ 4. Bintang 12 [ |5. Non Bintang
41. JUMLAHKAMAR [ [ | | J42. LUAS KMR DNG 43. LUAS RUANG LAIN DNG

sccentraLwd [T T 1] accevmawd [ [T T]
[:I BANGUNAN PARKIR (JPB=12)

44. TIPEBANGUNAN [ Ji.Tiped [ 2. Tipe3 [ 3. Tipe2 [ ]4. Tipel

[ ] APARTEMEN (JPB=13)

45. KELASBANGUNAN [ |1 Kelas1 [ ]2 Kelas2 [ |3.Kelas3 [ 4. Kelas4
46. JUMLAH APARTEMEN [ | [ [ ]47. LUAS APT DNG 48. LUAS RUANG LAIN DNG

ACCENTRALm?) [ [ [ [ [ ]  ACCENTRAL (m?

[ ] TANGKIMINYAK (JPB=15)
49. KAPASITAS TANGKI (m*) [ | | [ |50. LETAK TANGKI [_|1. diatastanah [ ]2. di bawah tanah

| | GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)
51. KELASBANGUNAN [ |1 Kelas1 [ |2. Kelas2

E. PENILAIAN INDIVIDUAL (x 1.000,- Rp.)

52. NILAISISTEM HEEEEEEEEE ssNwArmoviovAL - [T T T T T[] 1]

F. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA MENGETAHUI PEJABAT BERWENANG
54. TGL KUNJUNG [ 1 ]/[ ] |/[ ] ]
KEMBALI
55. TGL PENDATAAN | ] /| ] |/[ | | 59. TGL PNELITIAN | [ ]/| | |/r[ ]
56. TANDA TANGAN 60. TANDA TANGAN
57. NAMA JELAS 61. NAMA JELAS
S8, NIP (TIIT1T11] 62 NIP (T I1]
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

QUDROTUL IKHWAN




LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR Z! TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN OBJEK/SUBJEK PAJAK

Nomor
Lampiran
Perihal

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang
di
TEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Alamat

Dengan ini mengajukan permohonan data baru atas objek Pajak :

Nama Jalan
Kampung/Keluarahan
Kecamatan
Kabupaten

........................................................................................................................................

Karena sampai saat ini objek pajak tersebut belum pernah dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)
(Belum pernah diterbitkan SPPT PBB-P2 nya)

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

Pengantar dari Kampung/Kelurahan

Fotokopi KTP/KK atau identitas lainnya dari wajib pajak.

Surat Kuasa (dalam hal permohonan ditanda tangani pihak lain).

SPOP dan/atau LSPOP

Fotokopi bukti kepemilikan /pengelolaan/penguasaan atas bumi dan/atan bangunan
Surat Keterangan dari Kepala Kampung/Lurah yang menyatakan :

Fotokopi SPPT tetangga sekitar yang berbatasan langsung,.

Photo Lokasi

%N L

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

....................................................



B. FORMULIR CHEKSLIST PERMOHONAN PENDAFTARAN OBJEK/SUBJEK PAJAK

[TULANG BAWANG)

—

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda Telp.(0726) 21114
MENGGALA

CHECKLIST KELENGKAPAN BERKAS PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PAJAK PBB-P2
L IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NAMA WAIJIB PAJAK
- o
e T ——

| —— .
R o

- e

S NOHP oo s

IL PERSYARATAN YANG HARUS DILENGKAPI

k: PENGANTAR DARI KAMPUNG/KELURAHAN

2. FOTO COPY KTP/KK

3. SURAT KUASA

4. SPOP DAN LSPOP YANG TELAH DIISI DENGAN LENGKAP DAN BENAR

5. FOTO COPY BUKTI KEPEMILIKAN TANAH/SERTIFIKAT/AJB/LAINNYA

6. SURAT KETERANGAN DARI KEPALA KAMPUNG/LURAH

7. SPPT TETANGGA

8.  PHOTO LOKASI

Diterima : / /
PETUGAS PENDAFTARAN PAJAK DAERAH
NIP oo
Kepala Sub Bidang Kepala Bidang

Pendataan dan Pendaflaran Pajak | Pendataan dan Pendaftaran
5 T ————— SRRt s

DITERUSKAN KE BIDANG VERIFIKASI DAN PELAPORAN UNTUK SELANJUTNYA DILAKUKAN PROSES VERIFIKASI

Diterima : / /
PETUGAS VERIFIKASI PAJAK DAERAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

. MH,M.Si
TK 1/1V.B

80117 199803 1 003

ttd

QUDROTUL IKHWAN



LAMPIRAN 11]

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 2| TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PENULISAN NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR SERI SPPT
BADAN PENDAPATAN DAERAH SPPT PBB-P2

BUKAN MERUPAKAN BUKT! KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN

KODE PROVINSI

—>
= KODE KABUPATEN
» KODE KECAMATAN

KODE DESA/KELURAHAN

= KODE BLOK

NOMOR URUT DALAM SATU BLOK

==p KODE KHUSUS (SUDAH SISMIOP/

BELUM SISMIOP)

Keterangan
Digit 1 dan 2 = Kode Provinsi
Digit 3 dan 4 = Kode Kabupaten
Digit 5, 6 dan 7 = Kode Kecamatan
Digit 8,9 dan 10 = Kode Desa/Kelurahan
Digit 11, 12 dan 13 = Kode Blok
Digit 14, 15, 16 dan 17 = Kode Urut Objek
Digit 18 = Tanda Khusus (Sudah/belum Sismiop)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

QUDROTUL IKHWAN

- 19780117 199803 1 003



LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR %] TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMAT PERMOHONAN CETAK SALINAN SPPT PBB-P2

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

KECAMATAN .o
KANTOR KEPALA DESA/KELURAHAN ........c.cooviiiiiicieeen
B s G
BB S osrrimisaossontimismssnmaieis
Tulang Bawang, ..
Nomor Kepada :
Sifat : Penting Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Lampiran : - Kabupaten Tulang Bawang
Perihal : Permohonan Salinan SPPT di
Tulang Bawang

Dengan hormat,
Dengan ini kami Pemerintah Desa/Kelurahan ...........c.coeee. , mengajukan Permohonan Cetak Salinan

SPPT kepada kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun .... Dengan data
sebagai berikut :

Nama e R S A S B O R R A R
NOP R i s s iiers s sl el e A S B eSO S R S T B e AR RS
NIK e e e e e P e e S D

Dikarenakan SPPT yang sudah diterima atas nama orang tersebut diatas hilang. Selanjutnya SPPT
tersehutakan diginakan G PrOSES .. v oueisismeiosmniss s b atames it tritosrssiars

Demikian Surat Permohonan ini kami buat, atas kesediaaannya kami sampaikan terimakasih.

KEPALA DESA/LURAH .....cccocc0ii

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN

S;I MAN ©OCCIiag -
4 AN SECI1Al
.Lh\,.n\_‘&‘)b““ 3 AN < (YA

KEPALA BAGIAN HUKL M,




LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 2| TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR SERI SPPT

BADAN PENDAPATAN DAERAH SPPT PBB-P2
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN AKUN :
NOP L O] O I C 117 111

LETAK OBJEK PAJAK NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
DUSUNAJALAN ...............
R R BB & cspccmosanmics
DESA/KEL ............ DUSUN/JALAN ............
KEC RT....RW ..
KABUPATEN TULANG BAWANG

ewr: LU LI LA LLALLLLL]

OBJEK PAJAK LUAS (M2) KELAS NJOP PER M2 (Rp) TOTAL NJOP (Rp)

Bumi
Bangunan

]

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2

NJOPPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)
NJOP untuk perhitungan PBB-P2

i

PBB-P2 yang terhitung

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)

TGL JATUH TEMPO :
TEMPAT PEMBAYARAN :

DA

Diterima Tanggal
LR

NAMA WP
Letak Objek Pajak Kecamatan
Kelurahan/Desa

Tulang Bawang, ....
KEPALA

=8

Tanda Tangan

NOP ( )
SPPT Tahun /Rp : Nama Terang

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA d
KEPALA BAGIAN HUKUM,

QUDROTUL IKHWAN

! \ A H
1,MH,M.Si
#NATK I/1V.B

719780117 185803 1 003




B. PERMOHONAN SURAT KETERANGAN NJOP

Nomor

Lampiran ;

Perihal : Permohonan Surat Keterangan
NJOP PBB-P2 tahun

Kepada,

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang
di

TULANG BAWANG

Yang bertanda tangan dibawah ini:
NAIMA ettt eee e

NoKTP LIIIJI!IIIIIIllﬁN*’W"LIIlllllllll

L - - | N ———— [ T i 1 [ P — |y, .,/ S
Desa/KelUrBhan®)  ociiiiiiiiiiieessireisasiosmmonsisssssissssssssisasssss (ossiinstios ICECRMAAN. .. ... oconssivmismisniiisms i S as
Kabupaten/Kota I R Or S

Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB-P2 atas objek pajal\ yang terletak di :

Alamat i i s s R R I e A No........... L RW ...
Desa/Kelurahan*) ... g s S ) Kecamatan.......................occooiiiviiiiiiieiiee
Kabupaten B R e AR S e A e s N A R R R R e s

(Khusus untuk Objek Pajak yang sudah terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang):
No.SPPT/NOP (L] O] O O O LT

17T AT TR L s S A o

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan NJOP PBB-P2 tahun.......untuk keperluan:
Beri tanda X pada kolom yang dipilih

1. Pembuatan Akta Tanah/Lelang/Pendaftaran Hak atas Tanah*)

s S S R B A T e S R R e s A e B RS R R S she
Bersama ini dilampirkan pula : Beri tanda X pada kolom yang dipilih
I, Fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya
dari wajib pajak/pemohon.
2. Untuk objek pajak yang sudah terdaftar :

a Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun terakhir.
b. Fotokopi bukti Pembayaran PBB-P2 (SSPD/STTS) tahun terakhir
3. Untuk objek yang belum terdaftar :
a.  Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP yang telah diisi dengan jelas benar dan
lengkap serta ditanda tangani
b. Fotokopi bukti kepemilikan/pengelolaan/penguasaan atas bumi dan/atau bangunan
c. Fotokopi SPPT PBB-P2 atas objek pajak yang berada disekitarnya (berdekatan)
Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

WAIJIB PAJAK/KUASAWAIJIB PAJAK*)

*) Coret yang tidak perlu
ttd

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA i
KEPALA BAGIAN HUKUM,
r

QUDROTUL IKHWAN

ANU MH. M.Si
TK1/1V.B

U117 199303 1 003




LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. SURAT KETERANGAN NJOP

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JI. Cemara Lk. Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala
Kab. Tulang Bawang Provinsi Lampung Kode Pos 34596
Telp. (0726)21114

TULANG BAWANG)

SURAT KETERANGAN NJOP

HOMOR 3 crnsmummasiisis s She i
Yang bertanda tangan di bawah ini :
L. INBIDR it e s s R T L T S s S e a3
2 < O T T L
3. Jabatan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dengan ini disampaikan bahwa sesuai basis data PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah
atas objek pajak :

Nomor Objek Pajak I_UU_]||[J|||||||||III|D

Jenis Objek Pajak § i s S RS SR RSB R oSS

Jenis Penggunaan | i S R
Letak Objek Pajak ARSI ERP NIV SP R AR ——
Diperoleh data sebagai berll\ul

Luas Bumi : m’

Luas Bangunan : m’

NJOP Bumi 1 m? x Rp. /m? = Rp.

NJOP Bangunan ; m? x Rp. /m? = Rp.

NJOP Keseluruhan | Rp.

OO s s st i st B )

Nama Wajib Pajak s e R I SR
Alamat Waib Pajak. I acssunaiaiisssmi RY o 2L Ae——
Desa/Kelurahan R e A e S R TR
Kecamatan D A S N D B o e S S oS
AR 2 Tcmesmieniaantess s S e it

NJOP PBB-P2 adalah sebag,al dasar pengenaan dalam menghitung PBB-P2 yang terutang dan
bukan sebagai dasar nilai transaksi.
Demikian Surat Keterangan NJOP ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. Apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan dan ditindaklanjuti sesuai dengan
ketentuan berlaku.
Dibuat di : Tulang Bawang
pada tanggal

KEPALA BAPENDA,



LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR Z| TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMAT

BERITA ACARA PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT)
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN.......

POMOR: vt
Pada hari ini............... tanggal............ yang bertandatangan dibawah ini:
L NP  secscssmpinnmsdmmimss PP cccicsamisstimvaveiaimiie
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
1. NamalNIE® 2. msiamieg NI sawansimnnamm s
Jabatan 4 G111 | R Kabupaten Tulang Bawang

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK
KESATU Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) buku DHKP 1,2 dan 3 Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk wilayah kecamatan.................. Kabupaten Tulang
Bawang. dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
(SPPT) sebanyak = oo lembar

2: Daftar Himpunan Ketetapan Pokok
(DHKP) sebanyak S et buku

3. Jumlah ketetapan sebesar Rp........cccccoeiiiiiiiiiininnnnnns
i S D S S CUD e )

Adapun daftar rincian jumlah SPPT dan DHKP per Desa/Kelurahan terlampir untuk masing-masing
Desa/Kelurahan dengan penjelasan sebagai berikut :
1. SPPT disampaikan kepada Desa / Kelurahan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak
ditandatanganinya berita acara penyerahan.
2. Pajak terhutang PBB-P2 dibayar pada tempat yang telah ditentukan.

Demikian Berita acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

..............................................................................



\
LAMPIRAN BERITA ACARA PENYAMPAIAN SPPT DAN DHKP PBB-P2

TAHUN
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR RINCIAN JUMLAH SPPT DAN DHKP PBB-P2 TAHUN
BUKU I, II DAN III

Kecamatan :
SPPT (Ibr) Ketetapan
Jumlah

No Desa/Kelurahan Ju“;l;‘[h l?:) & l;HllfP Ketetapan Ket.

Bukul | Bukull | BukulIl o, (buku) | By Bukull | Buku IIl LILII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
001 | Sektor Perdesaan
002 | Sektor Perkotaan
dst
Jumlah
PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
Yang Menerima Yang Menyerahkan
Cathat s Kepa Badan Pendapatan Daerah
S—




LAMPIRAN BERITA

ACARA PENYAMPAIAN SPPT DAN DHKP PBB-P2

TAHUN
NOMOR
TANGGAL
DAFTAR RINCIAN JUMLAH SPPT DAN DHKP PBB-P2 TAHUN...........
BUKU I, I1 DAN III
Desa/Kelurahan :
Lot Jumlah SPPT DHKP i Jumlah K
No Desa/Kelurahan - ot S Ket.
Buku I Buku I1 Buku H1 LILIIT (buku) | Bukul | Bukull | Buku I [LILII W
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sektor Perdesaan
Sektor Perkotaan
Jumlah
PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
Yang Menerima Yang Menyerahkan
Camat ......ooeeveiireennnn

Kepala Desa/LLurah

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ABINATK I/71V.B
M. 19780117 199803 1 003

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN




LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR ZJ TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMAT
[TULANG BAWANG) BERITA ACARA PENGEMBALIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN.......

NOMBRS commmemssmmsamismres
Pada bari 0.0 tanggal............ yang bertandatangan dibawah ini:
B, NERINER' [ cacammnian s s enonsss L) | AP S
Jabatan : Kepala Desa/Kelurahan ............. Kecamatan ............. Kabupaten Tulang Bawang
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
IV: NaiHP 3 st mmsasminis s s s o PP convicsinmamanisban iR
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari
PIHAK KESATU Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan untuk wilayah Desa....kecamatan.... Kabupaten Tulang Bawang
sejumlah..... lembar. Adapun pengembalian SPPT PBB-P2 tersebut di karenakan (SPPT ganda
atau WajibPajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan®).

Demikian Berita acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk digunakan sebagaimana
mestinya

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

*) Pilih Salah Satu



LAMPIRAN BERITA ACARA PENGEMBALIAN
SPPT PBB-P2

TAHUN
NOMOR

TANGGAL

DAFTAR RINCIAN JUMLAH PENGEMBALIAN SPPT PBB-P2 TAHUN .....ccceuee.e
BUKU I, I DAN I

Desa/Kelurdhan ........onaniniaia
SPPT (Lbr) Jumlah SSPT
No DecaEetnahan Bukul | Bukull | Buku il L, 10, 111 Keterangan
1 2 3 4 5 6 7
Sektor Perdesaan
Sektor Perkotaan
Jumlah
PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
Yang Menerima Yang Menyerahkan
Kepala Bapenda .................. Kepala Desa/Lurah .................
NI ommmmsmminmsranss | eeccsshessisvembsvaresseinsie

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM,

«fP. 19220117 199803 1 003

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN




LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 2| TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB-P2

Tempat Pembayaran

Telah menerima pembayaran PBB-P2 Th. [____—_]

Nama Wajib Pajak
Letak Objek Pajak : Kecamatan
: Desa/Kelurahan
Nomor SPPT (NOP L] B O O 7 117 O
Sejumlah Rp. x| |
Tanggal Jatuh Tempo :
Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal
jatuh tempo ) :
I X.
I1. XL
1. XIl.
V. XIIL
V. XIV.
3 A XV.
VII. XVL.
VIII. XVIL.
Tanggal Pembayaran : e i Tanda Terima
Jumlah Yang Dibayar : L.B dan Rp.
Cap Bank/Pos
L ]

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB-P2

Tempat Pembayaran

Telah menerima pembayaran PBB-P2 Th. |:] Dari :

Nama Wajib Pajak ;
Letak Objek Pajak : Kecamatan
: Desa/Kelurahan

Nomor SPPT (NOP L O O OO0 O] 11 O
Sejumlah : Rp. | |
Tanggal Pembayaran : Tanda Terima
Jumlah Yang Dibayar ‘Rp. | | dan

Cap Bank/Pos
Tanggal Pembayaran Tanda Terima
Jumlah Yang Dibayar : ‘Rp. | | Rp.

Cap Bank/Pos

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA ttd

f\L.PMLr\ LJMGI.“I! Hbl*“'

QUDROTUL IKHWAN

r,MH,M.Si
INATK 1/1V.B
19780117 199803 1 003




LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR %! TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PBB-P2 DAN
SURAT PERSETUJUAN PEMBAYARAN ANGSURAN

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PBB-P2

SURAT PERMOHONAN ANGSURAN PEMBAYARAN

Kepada,

Yth. Bupati Tulang Bawang

Melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah
Di Tulang Bawang

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama .
Alamat B e e R e T T A e S e e s R R TSV SR SRR s RS
Bertindak untuk dan atas nama :

NART = s i e s e e v S e T R R R A S T

NOP OO OO0 O O OO 111 04

Alamat

Dengan ini Mengajukan permohonan angsuran pembayaran utang pajak pada tanggal sebanyak..

............... kali angsuran, terhadap SPPT/SKPD yang telah diterima :
BERPDNE sasieninsrmtny TRl s o
DOEFERB NG s | - S T—— BB il
C. SKPDKBT NO oo TRl i it nis B iniaiareng
ASTPDNo cosauscuaswinsives T caommncuensmmmnan o' T ——

Pembayaran Angsuran

Biaya

No Tanggal Angsuran Ke | Angsuran Pokok | Administratif/ AJumlah
nggaran
Denda
) PERE———— Angsuran
A i Angsuran
I P Angsuran
& T8 s Angsuran
Jumlah

Jika pembayaran tersebut tidak dipenuhi, maka kami bersedia dilakukan penagihan dengan surat
paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Tulang Bawang, ............ccoeiieiiiienn

Wajib Pajak




B. FORMULIR SURAT PERSETUJUAN PEMBAYARAN ANGSURAN

[ruLan BAWANG) PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JI. Cemara Lk. Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala
Kab. Tulang Bawang Provinsi Lampung Kode Pos 34596
Telp. (0726)21114

SURAT PERSETUJUAN PEMBAYARAN ANGSURAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama s R e S R R R AR R R A R R R SRR SN S AR R
Alamat T L T
Bertindak untuk dan atas nama :

Nama R R R e s R R AR S S R R R R S A et S B e U Aina R H ik b hmmass
NI()P L] O ) ) O 11 .
Alamat

Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran utang pajak

pada tanggal ............... sebanyak.. v kali angsuran, terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah
yang telah diterima :
BSKPDNOG  coussummensGanes i j | B R sosmmnaswaii
GOEPIISENG commmmnmmsooms Bl nienicsiktinxiaiiin S, Seciiiiaiirieisdiss
C. SKPDEBT NO  .occcmmosncesonmnsssasrsssssnssssss T8 cosmmmmmans B v
LSTPDNG scseoasisacsvisassms TOE saamminsessimmmsn RO ccosanimimasmiog
Pembayaran Angsuran
Biqya ; Jumlah
No Tanggal Angsuran Ke | Angsuran Pokok | Administratif/ Anggaran
Denda
I —— Angsuran
N P Angsuran
L Angsuran
< T Angsuran
Jumlah

Jika pembayaran tersebut tidak dipenuhi, maka penagihan akan dilakukan dengan surat paksa, tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu.

Tulang Bawang. ..o
Mengetahui
Kepala Badan Pendapatan Daerah Wajib Pajak
Kabupaten Tulang Bawang

NIP.

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM, QUDROTUL IKHWAN

gH,MH,M.Si
MNATK I71V.B

»19780117 199803 1 003



LAMPIRAN X1

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 2| TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMAT PELAPORAN PBB -P2

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PBB-P2 TAHUN ........c.......

KECAMATAN REALISASI % SISA

DESAKELURAHAN | TARGET  FumerhiALG | MINGGUINI | SDMINGGUINI
7=63

2 3 + 5 6 <100 §=3-6

KESELURUHAN

TolinE BEWANE, oocscsissmsisimsiiie
Mengetahui
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG

NIP.

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINIA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

80117 158803 1003



LAMPIRAN XII

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR Z!| TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMULIR STPD, SKPDKB, DAN SKPDKBT

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JI. Cemara Lk. Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala
Kab. Tulang Bawang Provinsi Lampung Kode Pos 34596
Telp. (0726)21114

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Nomor : Tahun :
Tanggal Penerbitan :

Jumlah pajak yang terhutang Rp.
Yang masih harus dibayar
e jek Pajak Nama dan Alamat Wajib Pajak
Kabupaten :
Kecamatan
Desa/Kelurahan
Alamat :
Nnoe [ T T T T T T T T T Jwewe [TTTTTTTTITTTTITTTT]
Perincian pajak yang terutang

Pajak yang terutang menurut
SPPT/SKPD* | Tahun .............. Rp.

2. Telah dibayar tanggal  Rp.

3. Pengurangan Rp.

4. Jumlah yang dapat diperhitungkan
(angka 2 + angka 3) Rp.

5. Pajak yang kurang dibayar (angka |
— angka 4) Rp.

6. Denda administratif 2% ... bulan x
KD, i (angka 5) Rp.

%s Pajak yang terutang berdasarkan
Putusan BPSP dikurang angka 1 Rp.

8. Pajak yang masih harus dibayar
(5+6+7) Rp.

Tanggal Jatuh Tempo Tempat Pembayaran

PERHATIAN Tulang BaWang, -....cutmsilisinninari b

1. STPD PBB-P2 ini harus dilunasi paling lambat 1 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

(satu) bulan sejak tanggal diterima. KABUPATEN TULANG BAWANG

2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang
pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan
akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa,
pelaksanaan sita dan lelang.

NIP
..... Potong disini dan kirim kembali ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Nama NPWP Diterissta TOngRRAl ....ccnivmumisammimaismiis
neweD | | f | | F T [ [ T T T T 1 Penerima

Noe | ] T I P T T T T T T T TT]

N()'STPD PBB-PZ ......................................................................

Tanggal Penagihan Nama Lcngkag dan Tanda Tangan

Lembar Ke | untuk Wajib Pajak, Lembar ke 2 untuk Badan Pendapatan Daerah




B. FORMULIR SKPDKB

[TULANG BAWANG]

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Cemara Lk. Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala
Kab. Tulang Bawang Provinsi Lampung Kode Pos 34596
Telp. (0726)21114

SURAT KETERANGAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Nomor :
Tanggal Penerbitan :

Tahun :

Jumlah pajak yang terhutang
Yang masih harus dibayar

Rp.

Letak Objek Pajak Nama dan Alamat Wajib Pajak

Kabupaten

Kecamatan

Desa/Kelurahan

Alamat

noe [ T T T T T T T T peweo [TTTTITTTTITITTITITITN]

Perincian pajak yang terutang

I Pajak yang terutang menurut
SPPT/SKPD* | Tahun.............. Rp.

2. Telah dibayar tanggal  Rp.

3. Pengurangan Rp.

4. Jumlah yang dapat diperhitungkan
(angka 2 + angka 3) Rp.

S Pajak yang kurang dibayar (angka 1
—angka 4) Rp.

6. Denda administratif 2% ... bulan x
Rp. ......... (angka 5) Rp.

7 Pajak yang terutang berdasarkan
Putusan BPSP dikurang angka 1 Rp.

8. Pajak yang masih harus dibayar
(5+6+7) Rp.

Tanggal Jatuh Tempo Tempat Pembayaran

PERHATIAN
3. SKPDKB PBB-P2 ini harus dilunasi paling
lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima.
4. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo
utang pajak belum dilunasi, maka tindakan
penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan
Surat Paksa, pelaksanaan sita dan lelang.

Tulang BaWBNE, ..
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG

Potong disini dan kirim kembali ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Nama WP
NeWPD | | [ | I T T T T T T TTT
Nop | | I I T T T T T TTTTI

No.SKPDKB PBB-P2

Tanggal Penagihan

Diterima Tanggal

Nama Lcngkag dan Tanda Tangan

Lembar Ke 1 untuk Wajib Pajak, Lembar ke 2 untuk Badan Pendapatan Daerah

e Diisi bila telah memilik

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN



C. FORMULIR SKPDKBT

[TULANG BAWANG)
T e
s !~ .

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

J BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Cemara Lk. Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala
Kab. Tulang Bawang Provinsi Lampung Kode Pos 34596

Tanggal Penerbitan :

N Telp. (0726)21114
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Nomor : Tahun :

Jumlah pajak yang terhutang
Yang masih harus dibayar

Letak Objek Pajak

Kabupaten
Kecamatan
Desa/Kelurahan
Alamat

Nama dan Alamat Wajib Pajak

(0 N N N N I I

G SRNEREERERE SN

Perincian pajak yang terutang

1.
SPPT/SKPD* | Tahun ..............

Pajak yang terutang menurut

Rp.

2. Telah dibayar tanggal ~ Rp.
5. Pengurangan Rp.
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan
(angka 2 + angka 3) Rp.
5. Pajak yang kurang dibayar (angka 1
— angka 4) Rp.
6. Denda administratif 2% ... bulan x
RD: aseans (angka 5) Rp.
7. Pajak yang terutang berdasarkan
Putusan BPSP dikurang angka | Rp.
8. Pajak yang masih harus dibayar
(5+6+7) Rp.
Tanggal Jatuh Tempo Tempat Pembayaran

PERHATIAN
5. SKPDKBT PBB-P2 ini harus dilunasi paling
lambat | (satu) bulan sejak tanggal diterima.
6. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo
utang pajak belum dilunasi, maka tindakan
penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan
Surat Paksa, pelaksanaan sita dan lelang.

Talang BAWANE, .cavcumsmssssssissssimusimmsnisnss
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG

..... Potong disini dan kirim kembali ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Nama WP

ENTATT N T N N O B

(o) TN O N TN O N I A I

No.SKPDKBT PBB-P2

Tanggal Penagihan

8.0 I RO ——

Nama Lengkag dan Tanda Tangan

Lembar Ke 1 untuk Wajib Pajak, Lembar ke 2 untuk Badan Pendapatan Daerah

o Diisi bila telah memiliki

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NATK I/1VB

SH,MH,M.Si

9780117 199803 1 003

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN



LAMPIRAN X111

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 2.\ TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMAT SURAT TEGURAN

[TULANG BAWANG ‘

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JI. Cemara Lk. Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala
X1 S Kab. Tulang Bawang Provinsi Lampung Kode Pos 34596
S Telp. (0726)21114

vor: 1] 1] O] 1 (O O] O

SURAT TEGURAN

NOIIOE S . innsacsasnsivss st

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai
berikut:

Nomor dan Tanggal SPPT,
ek | o | KopmmKemn | Tl bt Dot
Keputusan Banding
Jumlah
DIOTBIIN TIMIIE (cisivismanciisimmmmsinmassnins romissessmins s omias s e s st s a1 SR A S APPSR SR A PRSP )

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 15 (lima
belas) hari setelah tanggal surat teguran ini. Setelah batas waktu tersebut tindakan penagihan akan
dilanjutkan dengan penyerahan Surat Paksa jenis pajak.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera
melaporkan Kepada Badan Pendapatan Daerah Tulang Bawang

Tulang Bawang, ........cccccvivivviiiiicnnsenineecnnnnn.
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG

Pj. BUPATI TULANG BAWANG.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

ttd
KEPALA BAGIAN HUKUM,

QUDROTUL IKHWAN

ANUA ,MH,M.Si
ATK 1/1V.B

780117 199803 1 003



LAMPIRAN X1V

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 2| TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMULIR PERMOHONAN MUTASVPERUBAHAN OBJEK/SUBJEK PAJAK

A. PERMOHONAN MUTASI PERORANGAN

PERMOHONAN MUTASI OBJEK/SUBJEK PAJAK — PERORANGAN

Nomor

Lampiran :

Perihal : Permohonan Surat Keterangan
NJOP PBB-P2 tahun

Kepada,

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang

di

TEMPAT
Yang bertanda tangan dibawah ini:
NEME =~ B iesisaissisasi e A T e G T
NoKTP IIIllllllllllIIII“"WPIIIIIIIIIIHII
Alamat =000 Haaestiunmnsimas it NOzwe Telp:namans RY sy RWosnisas
Desa/Keluralian®) oot oo i s e s R A AR AT s o v o o a B e S oy ettt
Kabupaten/Kota e R A T o B e L e T o O S SR S B e R S T D R SR s B
Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB-P2 atas objek pajak yang terletak di :
Alamat e I R R NG Telp.cammmumiasms R cussamvnsa RW s cosaminang
Desa/Kerdlidn®) c.ounasmmannimunnsivaierew i KECAMBLAN ot G
Kabupaten R R e S R S R S RSP S B SR R B S A O S AR ao B v OO W s

NospoNop [ 1] 1] 1 1] [0 L0 110

Dengan ini mengajukan permohonan mutasi/perubahan data objek/subjek PBB P2 tersebut di atas untuk
SPPT PBB-P2 tahun........... karena Peralihan hak atas tanah seluas ......m°> dan bangunan seluas : ......
m?, karena jual-beli/ tukar menukar/ hibah/ hibah wasiat/ waris/ lelang/ putusan hakim/ hadiah *)
berdasarkan Akta/Risalah Lelang/Putusan Hakim *) tanggal....nomor ............ccocoooeeeennnnne

Bersama ini dilampirkan pula :

1

= v

5
6
7

Keterangan tentang objek pajak lain yang dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan:

Surat pengantar dari Desa/Kelurahan

Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain).

Fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP yang telah diisi dengan jelas,

Benar dan lengkap serta ditanda tangani.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) asli*PBB-P2 tahun pajak berjalan.

Tanda bukti Pembayaran/lunas PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir.

Fotokopi bukti kepemilikan/hak pengelolaan‘hak penguasaan atas bumi dan/atau bangunan

No. NOP / No. SPPT Alamat/Letak Objek Pajak Keterangan

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

......................................................................

*) Coret yang tidak perlu



B. PERMOHONAN MUTASI KOLEKTIF

"‘—“ﬁ!‘—'!‘—"i PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN
KANTOR KEPALA DESA/KELURAHAN
J1
Email :
NOMOr = Beassaonnasnmismn
Lampiran
Perihal : Mutasi Objek/Subjek

Pajak untuk PBB-P2 tahun ..................

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang

di

TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Kepala Desa/Lurah*)
Kabupaten

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PPP-P2 yang ketetapan pajaknya tidak melebihi
Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per OP/WP sebagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan

permohonan mutasi/perubahan data objek pajak /subjek pajak untuk SPPT PBB-P2 Tahun

karena peralihan hak atas tanah/bangunan.

Bersama ini dilampirkan pula :
1.

el

1J|..h

= o

Daftar perubahan data objek/subjek pajak yang diisi secara lengkap dan ditandangani
Kepala Desa/L.urah dan diketahui Camat.
Fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP (untuk Bangunan) yang telah diisi

dengan

jelas, , benar dan lengkap serta ditanda tangani.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) asli*PBB-P2 tahun pajak berjalan.

Tanda bukti Pembayaran/lunas PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir.

Fotokopi bukti kepemilikan/hak pengelolaan/hak penguasaan atas bumi dan/atau bangunan
Pengantar dari Desa/Kelurahan Jika dalam pengajuan Daftar Perubahan Data Objek Pajak
terdapat perubahan luas atu luas data awal tidak sama dengan luas data akhir.

...............................................................

MENGETAHUI, KEPALA DESA/LURAH ..................

*) Coret yang tidak perlu

Beri Tanda x pada kolom yang dipilih

HENER



SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) KOLEKTIF

DESA/KELURAHAN
Nomor | Nomor DATA OBJEK PAJAK DATA SUBJEK PAJAK DATA TANAH Jumlah
Urut Urut Bangunan
Bendel
Nomor | Nomor LETAK OBJEK h NAMA ALAMAT Nomor | LUAS | KODE | Jenis
Blok | SPPT | NamaJalan | RT RW B E Nama Jalan | RT RW KTP M2 | ZNT | Tanah
Lama | Blok/Kavling/ < | %% Blok/Kavling/
Dusun/Nomor o | $S Dusun/Nomor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MENGETAHUI, KEPALA DESA/LURAH ...ciiiiisis
CAMAT rnmsasnanssamins:




Petunjuk Pengisian SPOP Kolektif

Klm 1
Klm 2
Kim 3
Klm 4
Klm 5, 6, 7
Kim 8

Kim 9

Klm 10
Klm 11, 12,13 :
Kim 14
Kim 15
Kim 16
Kim 17
Kim 18

: diisi angka (1 ... dst)

: diisi Petugas Badan Pendapatan Daerah
: diisi angka sesuai NOP yang diajukan

. diisi angka sesuai SPPT yang berkenan
: diisi sesuai letak objek pajak

. diisi sesuai daftar pilihan

1. Pemilik
2. Penyewa
3. Pengelola
4. Pemakai
5. Sengketa
: diisi sesuai daftar pilihan
1. PNS
2. TNI/POLRI
3. Pensiunan
4. Badan
5. Lainnya
: cukup jelas
diisi sesuai alamat wajib pajak
. cukup jelas
: cukup jelas

: diisi petugas Badan Pendapatan Daerah
: diisi sesuai daftar pilihan
: cukup jelas



L))

DAFTAR PERUBAHAN DATA OBJEK/SUBJEK PBB-P2

PROVINSI : ( )
KABUPATEN ¥ | )
KECAMATAN 4 1 )
DESA/KELURAHAN  : ( )
TAHUN  Sissssisessinsinsess
Nomor Bundel [T T [ |
V- DATA LAMA DATA BARU
Bumi Bangunan ALAMAT BUMI BANGUNAN *¥)
Nomor E
Nomor Elrut Letak | < Nama Jalan
Urut Objek | Nama Luas =~ | Nama | Nomor Nomor | Luas | Kode | Jenis | Luas | Jumlah
Perek < : 2| & : ;
| Bhk | SERC o Luas | JT\ vy | E | & Blok/Kavling | *7 | RV | KTP | M2 | ZNT |Tanah | M2 | Bangunan
P{;; E Dusun
MENGETAHUI, "KEPALA DESA/LURAH ..o
50 L S ——
S — ) b R )



Petunjuk Pengisian SPOP Kolektif

Klm 1 : diisi angka (1,2 ... dst)
Klm 2 : diisi Petugas Badan Pendapatan Daerah
Kim 3 dan4  : diisi angka sesuai nomor Blok dan NOP yang diajukan
Klm 5 : diisi Nama JIn/RT/RW
Klm 6 : diisi nama wajib pajak sebelum mutasi
Klm 7 : diisi Luas Bumi (M2)
Kim 8 : diisi jenis tanah (Darat/Sawah)
Klm 9 : diisi Luas Bangunan (M2)
KLM 10 : diisi sesuai daftar pilihan
1. Pemilik
2. Penyewa
3. Pengelola
4. Pemakai
5. Sengketa
Kim 11 : diisi sesuai daftar pilihan
1 PNS
2  TNI/POLRI
3 Pensiunan
4 Badan
5 Lainnya
Klm 12 : diisi nama wajib pajak setelah mutasi
Klm 13 - diisi sesuai alamat wajib pajak
Kim 14 dan 15 : cukup jelas
Klm 16 : diisi Nomor KTP wajib pajak
Klm 17 : cukup jelas
Klm 18 : diisi petugas Badan Pendapatan Daerah
Klm 19 . diisi Jenis Tanah (Darat/Sawah)
Klm 20 : cukup jelas

Klm 21 : Diisi jumlah bangunan



LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBIJEK PAJAK (LSPOP) KOLEKTIF *"

[ DESA/KELURAHAN : .....cocovvvervecneennenes | Nomor Bundel [ T T T T T ITITTITITITTTT
Nomor | Nomor | Nomor Jumlah Bangunan | JPB | Luas | Jumlah | Tahun Tahun Listrik | Kondisi | Konstruksi | Atap | Dinsing | Lantai | Langit-
Urut Urut Blok Bangunan | Ke M2 | Lantai | Dibangun | Renovasi | (Watt) | Bangunan Langit
Bundel | | | | |
No. Objek
Pajak
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
MENGETAHUL ' KEPALA DESA/LURAH ................
CAMAN. .o oissapoimmessrasenmmsss



Petunjuk Pengisian SPOP Kolektif

Klm 1
Klm 2
Klm 3
Kim 4
Klm 5
Klm 6

Klm 7

Klm 8

Klm 9

Kim 10
Kim 11
Klm 12
Kim 13
Klm 14
Klm 15
Klm 16
Kim 17

- diisi angka (1,2 ... dst)

: diisi Petugas Badan Pendapatan Daerah
- diisi angka (1 ... dst)

: diisi jumlah bgn yang ada

: diisi bangunan ke (1 ... dst)

- diisi jenis penggunaan bangunan

1.Perumahan 5.Rumah Sakit/Klinik
2 Kantor Swasta 6.Gdg. Olahraga/Rekreasi
3.Pabrik 7.Hotel Wisma

4 Toko/Apotik/Pasar/Ruko 8.Bengkel/Gudang

: diisi Luas bangunan yang ada

- diisi jumlah lantai

- diisi sesuai tahun dibangun

: diisi tahun dilakukan renovasi

: diisi daya listrik terpasang

: diisi sesuai pilihan  1.Sangat baik

- diisi sesuai pilihan 1.Baja

: diisi sesuai pilihan 1.Dekrabon/Beton/Gtg.Glazur
: diisi sesuai pilihan 1. Kaca/Aluminium
: diisi sesuai pilihan  1.Marmer

- diisi sesuai pilihan 1. Kayu Jati/Akustik

9.Gedung Pemerintah
10.Lain-Lain

11.Bgn Tidak Kena PBB-P2
12.Bgn Parkir

2 Baik 3.Sedang 4 Jelek

2.Beton 3.Bata 4 Kayu

2.Genteng Beton 3.Genteng/Biasa/Sirap  4.Asbes 5.Seng
2.Beton 3.Bata/Konblok 4 Kayun 5.Seng
2. Keramik 3. Teraso 4,Ubin PC/Papan 5.Semen

2. Triplek/Asbes/Eternit 3. Tidak Ada

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA ttd
KEPALA BAGIAN HUKUM,

QUDROTUL IKHWAN




LAMPIRAN XV

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR Z\ TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN

FORMULIR PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT

A. FORMULIR PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT-PERORANGAN
PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT — PERORANGAN

Nomor T
Lampiran e R S
Perihal Pennohonan Pembetulan SPPT/SKP/STPD *)
PBB-P2 tahun pajak .............................

Kepada,
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Tulang Bawang

di

TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
No.KTP IIIIlIIIllIII[lIINPWPHIIIIlIIIIIII
FALT - | [ 1) (TR | A ., S
Desa/KEIUFAAN®) i immssmmesaionssnmssessasssmtitsssmmsnsssansssins IRCCAMBLANG ..o misnsssimimipiiissss st Finite
Kabupatemota: & aiisi s s i msioses sy T it bt s ian enas s 6A S8 s SRR R ot R g e
Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB-P2 atas objek pajak yang terletak di :
Alamat R e NOL o ) (-1 e Y 13, S
DEsaiKelutahant®) imsininianii st e N CCRAINALAN s s sreninsssssssssansiss pimmsns fasagmins i ssinasssse
Kabupaten e e o T A A Ao U O Do e o AN A G sasas sisps s mep st S eaas sl g a sk s SR g A

nosepNor | | ] LT ] T T O] CTT] O

Dengan ini mengajukan permohonan pembetulan atas SPPT/SKPD/STPD *) PBB-P2 tersebut diatas dengan alasan
sebagai berikut :

Berilah tanda x pada kolom yang dipilih

I Kesalahan tulis: nama wajib pajak (bukan ganti/balik nama)/alamat wajib pajak/alamat objek pajak/No.SPPT/ D
SKPD/STPD tahun pajak/tanggal jatuh tempo*)

Datayene benaratalil .. ..o oonomovematin mimi b ai i s i e e IS s e s TS B et

2 SPPT/SKPD/SPTPD*) untuk objek pajak yang sama diterbitkan lebih dari satu dengan NOP yang berbeda I:I
(pengenaan gada). Diterima agar NOP ............ccccuivimniiimmsinismasiinia: dihapus

3. Kesalahan hitung : Penambahan/Pengurangan/Perkalian/Pembagian*)

4. SalalKeliru dalam penerapan peraturan perundang-undangan terhadap fakta/kenyataan objek/subjek pajak yang
sudahjelas benar : SPPT yang terbit atas objek pajak yang scharusnya bebas PBB-P2 (tanah wakaf kuburan,
tempat
ibadah, kantor pemerintah dll)/salah penerapan NJKP/salah penerapan sektor (Onjek PBB-P2 Sektor Perdesaan
/Perkotaan dikenakan PBB-P2 Sektor Perkebunan/Perhutanan/Pertambangan atau sebaliknya*)

Bersama ini dilampirkan pula : Berilah tanda x pada kolom yang dipilih
1 Surat pengantar dari Desa/Kelurahan

Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain)

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atau identitas lainnya dari wajib pajak

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap

Serta ditandatangani

Asli SPPT/SKP/STP*) tahun pajak yang berkenan.

Fotokopi bukti pembayaran PBB-P2 (SSPD/STTS*) tahun terakhir.

Fotokopi bukti kepemilikan/pengelolaan/penguasaan atas bumi dan/atau bangunan

Pengantar dari Desa/Kelurahan

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

wh W

0w 9

(TIITIIT] [ITT

*) Coret yang tidak perlu WAIIB.PAJAK/KUASA. W.AJlB
PAJAK *)



B. FORMULIR PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT-KOLEKTIF

TULANG BAWANG
- PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN
KANTOR KEPALA DESA/KELURAHAN
J
Email :

NOROE = Basnmsisisismiisinisis
Lampiran B A s SR
Perihal : Permohonan Pembetulan

SPPT PBB-P2 untuk PBB-P2 tahun ..................

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang
di

TEMPAT
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Kepala Desa/Lurah?*) A A R AR R TR RS A N R SRSV SRR SR IA NS AR
KEDUIEIEE = =000 i oo s e s s e s s T o A AR R TS
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PPP-P2 yang ketetapan pajaknya tidak melebihi
Rp.500 .000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per OP/WP sebagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan

permohonan pembatalan atas SPPT PBB-P2 Tahun ...................... dengan alasan sebagaimana tercantum pada
daftar terlampir.
Bersama ini dilampirkan pula : Beri Tanda x pada kolom yang dipilih

1. Daftar Perubahan Data Objek/Subjek Pajak yang diisi secara lengkap dan ditandatangani Kepala Desa/
Lurah dan diketahui Camat.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak

SPOP dan Lampiran SPOP Kolektif (untuk bangunan) yang diisi secara lengkap dan ditanda tangani

Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat.

Asli SPPT/SKPD/STPD/SKPDLB PBB-P2 tahun pajak berjalan

Tanda bukti pembayaran/lunas PBB-P2 5 tahun terakhir.

Surat tanda bukti hak kepemilikan/hak pengelolaan/hak penguasaan atas bumi dadn/atau bangunan

Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan. j

v

S B e

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

MENGETAHUI,

*) Coret yang tidak perlu
Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

td

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA e
KEPALA BAGIAN HUKUM,

S, MH,M.Si
ATK I/1v.B
30117 199803 1 003




LAMPIRAN XVI

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 2| TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN

FORMULIR PERMOHONAN PENGURANGAN/PEMBATALAN
SPPT PERORANGAN/KOLEKTIF

A. FORMULIR PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT-PERORANGAN
PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT - PERORANGAN

Nomor - A
Lampiran B e e e O s i
Perihal Pennohonan Pembatalan
SPPT/SKP/STPD *) PBB-P2 tahun pajak ............c..c.ccccenunnee
Kepada,

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang

di

TEMPAT
Yang bertanda tangan dibawabh ini:
Nama :
No.KTP :IIIIIIIIllIIIIIIIN"W"[]IIIIIIIIIIII
Alamat | S N NO.ciseis TEIP..cvvisimnmsimneaRT vosvosinc RWisisswssvass
Desa/Kelahan™) & cucmmuamssmsimammsi s e s KECAMBLAN v.osisssmmmnssms s s s sssrsiiess
KAbUDAIBHIKOM ~  Suvsnsmnmniimstinnnin s s s s o e B s A S e S T s o e P oA S TR eI
Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB-P2 atas objek pajak yang terletak di :
Alamat 23 | O TR S PPN 1\ [ B TOIP-scsvissvimemsvmmsvavarisi 4 BW..covammiv
Des/Kelurahan®™)  §uscsmmsuumimsorismsmmi e ey st 47 11) U1 . ) SRR PSP
Kabupaten N s G e R GO R S TSR S Y o R ol S TS A SRS B A SN

NosppTNop [CT] [T T 1] T O] 117 O

Dengan ini mengajukan permohonan pembatalan atas SPPT/SKPD/STPD *) PBB-P2 tersebut diatas dengan alasan
sebagai berikut :

Berilah tanda x pada kolom yang dipilih

3 Objek pajak secara nyata tidak ada

4  Tanah/bangunan tidak lagi merupakan objek pajak yang dikenakan PBB-P2 karena : telah diwakafkan/menjadi
Kuburan/diunakan negara untuk penyelenggaraan pemerintah/digunakan untuk melayani kepentingan umum
yang
Tidak mencari keuntungan *)

Bersama ini dilampirkan pula : Berilah tanda x pada kolom yang dipilih

9  Surat pengantar dari Desa/Kelurahan E

10 Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain)

11 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, atau identitas lainnya dari wajib pajak
12 Asli SPPT/SKPD/STPD*) tahun pajak yang berkenaan

13 Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

...........................

2

*) Coret yang tidak perlu



B. FORMULIR PERMOHONAN PENGURANGAN SPPT/SKPD/STPD-PERORANGAN
PERMOHONAN PENGURANGAN SPPT/SKPD/STPD - PERORANGAN

Nomor o
Lampiran T T Y A S
Perihal Permohonan Penurangan
SPPT/SKP/STPD *) PBB-P2 tahun pajak ...............c.ccococeee.
Kepada,

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang

di

TEMPAT
Yang bertanda tangan dibawah ini:
T T ——
No KTP I [T TILITTTT]
7T - ¥ | | Vs IS No........... BOID o siimsiosnimriin Robussnsssssaman RN s assgshcsnsss
DesalIKBIMPAHANTY £ ... coersvineocsomnsmassstenmmssrenkizsmshssstsics s s snstsassinsssrsa KOORMIAN. ... .covisivivssiasdavsovsiinssin i sy
Kabupaten/Kota - g A R e e Ry ST sy
Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB-P2 atas objek pajak yang terletak di :
Alamat | NOsicin: Telunnnunsaus R i RW i
Desa/Kelrahan®); £ ..o K OCRMAAN s e S S RS I eETos
KADUNAIOIT 5 scirseessssnomissrmssssssnsssiosysssnsitsssnsesssnsisoniasisssins s o o e R e R R R TR v

Nospervor - [ [T 1] 1] OO OO 11 O

Dengan ini mengajukan permohonan pengurangan atas SPPT/SKPD/STPD *) PBB-P2 tersebut diatas dengan alasan

sebagai berikut :

Berilah tanda x pada kolom yvang dipilih

—

Objek pajak sebagian/seluruhnya*) terkena pelebaran jalan/erosi sungai/pembebasan tanah/longsor*)
Sisanya : luas bumi ... m2, luas bangunan ... m2

Bersama ini dilampirkan pula : Berilah tanda x pada kolom yang dipilih
Surat pengantar dari Desa/Kelurahan

Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain)

Fotokopi KTP/Suket Kependudukan/KK dari wajib pajak

Kartu Miskin

SK Veteran*/SK Pensiunan*

Asli SPPT/SKPD/STPD*) tahun pajak yang berkenaan

SN Sl T IDE e

Fotokopi bukti lunas PBB-P2 Tahun Terakhir*

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

.......................................................................

WAIJIB PAJAK/KUASA WAJIB PAJAK *)

*) Coret yang tidak perlu

LILTTT]



C. FORMULIR PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT-KOLEKTIF

TULANG BAWANG

T——

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

"?‘3‘ KECAMATAN
/ |~5e KANTOR KEPALA DESA/KELURAHAN
; Ks:a Ji
&V 2 Email :
Nomor B s s R S R A
Lampiran S ——
Perihal : Permohonan Pembatalan

SPPT PBB-P2 untuk PBB-P2 tahun ..................

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang
di

TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Kepala Desa/Lurah*) st S I G R B R By S S
BABNDEIG == Boseieicincmeimsee e i e e S e AT R
Dalam hal ini bertindak unruk dan atas nama para wajib pajak PPP-P2 yang ketetapan pajaknya tidak melebihi
Rp.500 .000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per OP/WP sebagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan

permohonan pembatalan atas SPPT PBB-P2 Tahun ...................... dengan alasan sebagaimana tercantum pada
daftar terlampir.
Bersama ini dilampirkan pula : Beri Tanda x pada kolom yang dipilih

8. Daftar nama wajib pajak yang yang mengajukan pembatalan yang ditandatangani Kepala Desa/
Lurah dan diketahui Camat.
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak B
10. Asli SPPT tahun pajak yang berkenaan
11. Khusus untuk pembatalan dengan alasan objek pajak tidak ada:.
a. Surat pernyataan dari Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa Objek Pajak yang dibatalkan D
Tersebut tidak akan diajukan Pendaftaran Objek Pajak Baru.
b. Baik atas nama wajib pajak semula maupun atas nama wajib pajak lain. D

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

....................................................................

MENGETAHUI, KEPALA DESA/LURAH

*) Coret yang tidak perlu



D. FORMULIR PERMOHONAN PENGURANGAN SPPT-KOLEKTIF

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

KECAMATAN
KANTOR KEPALA DESA/KELURAHAN
Ji

Email :
Nomor S R
Lampiran L RN TR SRR EHESS
Perihal : Permohonan Pengurangan

SPPT untuk PBB-P2 tahun ..................

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang
di

TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Kepala Desa/Lurah*) e R e e o R B L R S S B S G e LA R VWSOV B as0s
e ———
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PPP-P2 yang ketetapan pajaknya tidak melebihi
Rp.500 .000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per OP/WP sebagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan

permohonan pengurangan atas SPPT PBB-P2 Tahun ..........c......... dengan alasan sebagaimana tercantum pada
daftar terlampir.
Bersama ini dilampirkan pula : Beri Tanda x pada kolom yang dipilih

a. Daftar nama wajib pajak yang yang mengajukan pengurangan yang ditandatangani Kepala Desa/
Lurah dan diketahui Camat.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak

Asli SPPT tahun pajak yang berkenaan

Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan

Fotokopi dokumen lainnya yang mendukug

o oo o

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

....................................................................

MENGETAHUI, KEPALA DESA/LURAH ..........c.cucu....
CAMAT" ..o

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

td

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA QUDROTUL IKHWAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,




LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR Z! TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMULIR PERMOHONAN PENGHAPUSAN / PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRATIF

A. FORMULIR PERMOHONAN PENGHAPUSAN/PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
SECARA PERSEORANGAN

PERMOHONAN PENGHAPUSAN/PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PERSEORANGAN

Nomor R SRR

Lampiran T Ty

Perihal Permohonan Penghapusan/Pengurangan Sanksi
Administratif PBB-P2 tahun pajak .........................

Kepada,

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang

di
TEMPAT
Yang bertanda tangan dibawah ini:
e N —
No.KTP IITIIIIIIIIlII]IIN"‘WIIIIHIIIIIIII
Alamat =000 At s No........... (TN | o )
Desa/ICClUrahianT)  5..ocomsmsmssanmseminnmsmmsspmivainmmmsssmiriiasissssasiosiny I OCAMBIAN. . oo imnmsssnrasisstiipas s s
Kabupaten/Kota R e S o A LR R A e A S Y BB e S S s e e e i UGS G s
Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB-P2 atas objek pajak yang terletak di :
Alamat i | PR N MO Telp..oooeeee U i BN i
Desa/Kelurahan*) ... s A R AR e e VT T T
KADUPBIETL. Siiiiimiiensisettmenpismssbrassnsnstasassnismmatyassss st b ki s as o ans s son shns s ppAs A S S A oA SRR SR G SRR S P A4
Nosepske [T ] [T LT LT O] O] O
Dengan ini mengajukan permohonan penghapusan/pengurangan sanksi adminiatratif sebesar ... %
(P persen.) dari denda yang tercantum pada :
Berilah tanda x pada kolom yang dipilih
8  SPPTPBB-P2IAIMING .. comiisisimmamimmios s s i i s s st e s e A g o et
b: SKPDKB/SKPDKBT PBB-P2 NO ......cccnusismiiiiomioin TAWIN s
C  STPDPBBPZINOG carenssa s s ity st tnstesss TaRln: s enss s Rt R
Dengan alasan : ilah X olom ipilih o
a. Terlambat menerima SPPT karena hal-hal tertentu di luar kemampuan wajib pajak o
D R R R A v s s RS s R L S v s ssesevssntosnns s sabaenios
Bersama ini dilampirkan pula : Berilah tanda x pada kolom yang dipilih
1 Surat pengantar dari Desa/Kelurahan :
2 Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain) ]
3 Fotokopi KTP/Surat Keternagan Kependudukan/Kartu Keluarga dari wajib pajak i
4  Fotokopi SPPT/SKPDKB/SKPDKBT/STPD*)PBB-P2 tahun pajak yang berkenaan =
5  Tanda Bukti Pembayaran yang mendukung alasan pengajuan permohonan ..
6  Surat Keterangan yang mendukung alasan pengajuan permohonan ]

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

*) Coret yang tidak perlu



B. PERMOHONAN PENGHAPUSAN/PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF SECARA

KOLEKTIF

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

KECAMATAN
KANTOR KEPALA DESA/KELURAHAN
Ji
Email :
Nomor T P
Lampiran =
Perihal : Permohonan Penghapusan/Pengurangan
Sanksi Administratif PBB-P2 tahun ..................

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang
di

TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Kepala Desa/Lurah*)
Kabupaten

Dengan ini mengajukan permohonan penghapusan/pengurangan sanksi adminiatratif sebagaimana daftar

terlampir sebesar ........ o persen.) dari denda yang tercantum pada : :

Beri Tanda x pada kolom yang dipilih

a. SPPT PBB-P2 tahun

b: SKPDKB/SKPDKBT PBB-P2:NO .o TENOM < rssmmss it
e STPDPBB-P2ZNO s s T s st s
Dengan alasan : Berilah tanda x pada kolom vang dipilih

a. Terlambat menerima SPPT karena hal-hal tertentu di luar kemampuan wajib pajak

Bersama ini dilampirkan pula : Berilah tanda x pada kolom yang dipilih
Daftar Nama wajib pajak yang mengajukan pengurangan yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah
Dan diketahui Camat.
Fotokopi KTP/Surat Keternagan Kependudukan/Kartu Keluarga dari wajib pajak
Fotokopi SPPT/SKPDKB/SKPDKBT/STPD*)PBB-P2 tahun pajak yang berkenaan
Tanda Bukti Pembayaran/Lunas PBB-P2 (SSPD/STTS) tahun terakhir
Surat Keterangan yang mendukung alasan pengajuan permohonan

a—

G

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

....................................................................

MENGETAHUI, KEPALA DESA/LURAH
CAMAT aiasiniiismmviise

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

ttd
CEPALA BAGIAN HUKUM,

QUDROTUL IKHWAN

| 1 O] T



LAMPIRAN XVIII

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 2! TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMULIR PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PAJAK TERHUTANG
A. FORMULIR PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PAJAK TERUTANG - PERORANGAN
PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PAJAK TERHUTANG - PERORANGAN

131071115) - - VSN O

Lampiran

Perihal Permohonan Keberatan Atas SPPT/SKPD *)
PBB-P2 tahun pajak ........coumsisssesisinn

Kepada,

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang

di
TEMPAT

Yang bertanda tangan dlbawah ini:
Nama
No KTP :IIIIIIIIIIIIIIITIN"W"LIIIIIIIIIIIII
Alamat < | s i [0 JONZL . | - AOS, | |; AT . . I
Desa/Kelurahan*) A VTN m s R sae RS s S TSRS IS ORI oo A AR s RS
KoDUDRIBOIKOIE 155 mommissussisrimsseberninmisetassanssyinthsmsszsssinnsianabnnsisbimsissasosein s ot Ssn sy S i A s pS S s a n msiysms
Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB-P2 atas objek pajak yang terletak di :
Alamat 1 | (T SO No........... DO rsiticsssscapinpssiionnit 4 — RW ..,
Desa/Kelurahan*) R PRI S . R CCATNBEANY. ... v seriancimibapremmsinsasinpmmsniiis sy fEipanebarsnsst
IADHDAIED B s ot st o e A s A A BB e oS R A
No. SPPT/SKP *) B s e e e e TR PAION.. o roiesioinensenicbrpionsatismsiuinininbies
PBB-P2 TeMIA08 I RDucosmiimmisonismmissisnssisss casonsnsnsn i bt s s B TP AT RS )

Tanggal Terima SPPT/SKP*)

Dengan ini mengajukan permohonan keberatan atas pajak terhutang pada SPPT*) PBB-P2 tersebut diatas dengan alasan

sebagai berikut : Berilah tanda x pada kolom yang dipilih

1. Luas Objek Bumi/Bangunan*) pada SPPT/SKPD¥*) tidak sama dengan bukti resmi/keadaan yang sebenarnya. D
Luas sebenarnya adalah : Bumi ... M2 Bangungan ................. M2

2. NJOP Bumi/Bangunan*) pada SPPT/SKPD#*) tidak sama dengan bukti resmi/keadaan yang sebenarnya. D
NJOP sebenarnya adalah : Bumi Rp. ............ccooiiiieine. I'M2; Bangian RY:..cconmmsmnmmsmsinis /M2

3. Kesalahan penetapan/pengenaan : belum memperoleh NJOPTKP/salah NJKP *#)

4. 'Objek Pajak’seharusnya tidak dikenakan PBB-P2 Karena ... cibinmiisnsiisiioamissio s i

e T 2 S T B s S B B o S e e S T R
Menurut Perhitungan Kami

] Bumi Y TR m2 x Rp.
.............................. /M2 2 RPosssivisionta s

2 Bangupat =000 B e m2 x Rp
.............................. /M2 = RPcasnnammsnanasinim

3 NJOP (1+2)
........................................................................ 2 R ssaasisnameissaiens

4. NJOPTKP
.................................................................................. = Rpusnumnamsmnens

3 NJOP setelah dikurangi NJOPTKP (3-4) ..o 18 RY s reo

6. PBB-P2 terhutang ( ................. X RY. cisssncsissomavimmmin it ) = RPcauammiamimmiimssisie

Bersama ini dilampirkan pula : Berilah tanda x pada kolom yang dipilih

1. Surat pengantar dari Desa/Kelurahan

Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain)

Fotokopi KTPatau identitas lainnya dari wajib pajak

Fotokopi SPPT/SKP *) tahun pajak yang berkenaan

SPOP dan Lampiran SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani
Fotokopi Bukti Pembayaran PBB-P2 (SSPD/STTS*) tahun terakhir

Tanda Bukti kepemilikan/pengelolaan/penguasa atas bumi dan/atau bangunan

Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah

Surat Keterangan ukuran masing-masing sisi tanah (untuk tanah yang belum bersertifikat.
Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

N

LITTPPTT 0]

......................................................................

*) Corelt yang tidak perlu



B. FORMULIR PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PAJAK TERUTANG- KOLEKTIF

TULANG BAWANG

o PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
& KECAMATAN
e KANTOR KEPALA DESA/KELURAHAN
& ;
K« ' Email :
Nomor R T
Lampiran B R oA R R ST
Perihal : Permohonan Atas SPPT PBB-P2
11
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang
di
TEMPAT
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Kepala Desa/LLurah*) e ey e eSS e e o Lt s e s et e g
KAIDEESEE. = 0 e AR s s A NSRS AR

Dengan ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB-P2 yang ketetapan pajaknya tidak melebihi
Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) Per OP/WP sebagaimana tersebut dalam kolom 2 daftar terlampir,
dengan ini mengajukan permohonan keberatan atas pajak terhutang pada SPPT PBB-P2 tahun ...........c..........
dengan alasan dan perhitungan besarnya pajak terhutang menurut wajib pajak sebagaimana daftar terlampir
Bersama ini dilampirkan pula Beri Tanda x pada kolom yang dipilih
I. Daftar nama wajib pajak yang mengajukan keberatan yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah D
Dan diketahui Camat (untuk keberatan atas luas tanah/bangunan agar diberi keterangan mengenai sebab-sebab
Perubahan luas)
Lampiran SPOP Kolektif dan Lampiran SOP Perorangan dalam hal menyangkut bangunan
Fotokopi SPPT PBB-P2 tahun pajak berjalan
Tanda Bukti Pembayaran/Lunas PBB-P2 (SSPD/STTS 5 tahun terakhir.
Fotokopi surat tanah dan atau bangunan (sertifikat atau akta)
Fotokopi tanda bukti hak kepemilikan/hak pengelolaan/hak penguasaan atas bumi dan/atau bangunan
Sket ukuran masing-masing sisi tanah dan atau bangunan dalam hal salah luas..
Untuk keberatan atas NJOP/kelas bui bagi Desa/Kelurahan yang belum di data dengan pola SISMIOP
Perlu dilampirkan pula data pembanding NJOP/kelas bumi di sekitarnya (forokopi SPPT PBB-P2 atas
Objek pajak disekitarnya
9. Surat Keterangan dari Kepala Desa/l.urah
Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

MENGETAHUL = ssasimssssing siomsmansasmsssivmintasiis

L) N

o0 =1 [Ov: L. 4

O OO TTTT]

*) Corelt yang tidak perlu
Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

tud

QUDROTUL IKHWAN
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM,

€0117 193803 1003



LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR &| TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMULIR BERITA ACARA PEMERIKSAAN

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

KECAMATAN
TULANG BAWANG) KANTOR KEPALA DESA/KELURAHAN
| 2 J
Email :

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

................................. TARERAlY Svnnnnsanamis
Pemeriksaan di Lapangan Nomor:......................... TAnEgAlEs.
Telah dilakukan penelitian di kantor pada tanggal.......... sampai dengan tanggal............
Terhadap permohonan Pengajuan Keberatan.
Melalui surat nomor.......................... .... Tangpal....oi yang diterima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Tulang Bawang dengan uraian berikut:
I. UMUM

I. NOP L L O O OO 011 &

2. Alamat Objek Pajak

3. Tahun Pajak T A S A S L e T e P SRR
4. Jenis Ketetapan R R S S B R T R AR S T A
5. PBB-P2 Terhutang S R A S A A A S R B R B ST R
II. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah.
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
III. HASIL PEMERIKSAAN
1. Pemeriksaan di Kantor
2. Pemeriksaan di Lapangan
IV. KESIMPULAN
1. Kesimpulan

2. Saran
Tulang BEWHNE, ..c..oouvimissansosiss
Menyetujui
Wajib Pajak Petugas Peneliti 1 Petugas Peneliti 1T
(sissmaamens ) oo ) L )
Mengetahui,
KEPALA KEPALA BIDANG.............. SUB BIDANG ...ocviis0
BADAN PENDAPATAN DAERAH
ERONPRTIPUI.. RO PRSP ) bt )

)
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM, Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

ZH ;\'AH M.Si QUDROTUL IKHWAN

MINATK 1/1V.B
(5780117 199803 1 003




LAMPIRAN XX

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 2\ TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMULIR PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Nomor e
Lampiran SO
Perihal Permohonan Pengembalian

Kelebihan Pembayaran PBB-P2
Kepada,

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang

di
TEMPAT
Yang bertanda tangan dxbawah ini:
NBIR: it A RS A R R s AR T R e e A A AN
No KTP IIIIIIIIIIIIIIIIIN"WPIIIIIIITIlllII
Alamat 0000 Gl i e NO:so TelpianammnmaaRT sansae RWihnianss
Desa/Kelurahan*) O st s i o S e S O A A AN s s T R SRR e s
Kabupaten/Kota T S o S T O i T P T T SR T T ST s T TP VRS BT 5%
Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB-P2 atas objek pajak yang terletak di :
Alamat Mllcnanmanissia S s N0 Telpinnwananiana RT i ssinunse W esamsnsrnsso
Desa/Kelurahan*) s S T S P B e AR s KeCAMALAN ..o vusivi ioss vt iissmaawsiamanis s i
Kabupaten B s s e R S B S S R S e B PR S e S s s TS s SR
No. SPPT/NOP*) L R W S e e TAHUAPAEK . oo baisiis
Berdasarkan Akta/Rxsalah Lelang/SK Pemberian Hak Baru/Putusan Pengadlan *):
Nomor A S o S A AR S N SR R S e ) B
Yang Dibuat Oleh e T A S B R R R S5 S SO A S R RS AP e
Jenis perolehan hak R T AT A A B S e 57 e SRR v TR e B S SO
Peibayaran PBB-P2. IR TFONEERL s QEBHNIE o simsvmmmmmnsie
Dengan ini mohon pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 sebesar Rp. ...
i et e i e e e e e e e S e i e e e )
Dengan alasan
Untuk pengembalian yang kami mohon adalah : Berilah tanda x pada kolom yang dipilih
a. Dibayar Tunai.
b. Dipindah bukukan pada Bank ... NO:REK .connmmmsoamaammmusasamss
AT INATIIA s s o S s e T U T B TR s ¥ e s S e s oS st

]
¢.  Sumbangkan kepada Negara
v KOMPENSAsT QERHBAI v 1 i e e B sy ans D A S Ea C  s  Ee SO L O B
e; Objek Pajak seharusnya tidak dikenakan PBB-P2 KBIGNA. ... .viiiiuiiinisiininiiinio iusiiislosnite i iataiu s osastoaavsinans
Menurut Perhitungan Kami

1 Bumi X Rp
............................ /M2 -

2 Bangunan x Rp.
............................. /M2

3 NJOP setelah dikurangi NJOPTKP (3-4) ..o =

4. PBB-P2 tethutang ( ................. X RP: Gk RN ) -

Bersama i dilampirkan pula : Berilah tanda x pada kolom yvang dipilih

1. Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain) [ ]

2. Fotokopi KTPatau identitas lainnya dari wajib pajak |

3. Asli surat setoran PBB-P2 (SSPD) N

4. Asli SK Keberatan/SK Pengurangan/SK Pembetulan/Putusan Banding -

5. Fotokopi Akta/Risalah Lelang/SK Pemberian Hak Banw/Putusan Pengadilan. =il

6. Fotokopi SPPT/PBB-P2 (SSPD/STTS*) tahun terakhir untuk objek pajak yang berkenaan, |

7. Fotokopi bukti pembayaran PBB-P2 (SSPD/STTS*) tahun terakhir untuk objek pajak yang berkenaan :

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Y Coretyang taekporis WAJIB PAJAK/KUASA WAJIB PAJAK *



LAMPIRAN XXI

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 2! TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMULIR PERMOHONAN PENUNDAAN TANGGAL JATUH TEMPO
PENGEMBALIAN SOP/PEMBAYARAN SPPT

PERMOHONAN PENUNDAAN TANGGAL JATUH TEMPO

NOMOE = Secesssnaeentasieesmon
Lampiran e
Perihal Permohonan Penundaan Tanggal
Jatuh Tempo Pengembalian SOP
Jatuh Tempo Pembayaran SPPT*)
Kepada,

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang

di
TEMPAT

Yang bertanda tangan dlbawah ini:
- T I T = ;.
No.KTP IJIIIIIIIllllllllN"WPIIIIFlllllIIII
T T - | . NO.. i Bl e sinniimiUL avensriei BAW ikee srvinsits
Desa/Kelurahan*) S T S R R R R ORI e R R S T
KabDAtONTICOtR: = oo i s v e e o S e S e R G S S ST U T T B R
Sebagai wajib pajak/kuasa Wajlb pajak *) PBB-P2 atas objek pajak yang terletak di :
Alamat R | T muon NO:sas Tl o 4 RW s
Desa/Kelurahan*) e R T e T T S S SR ST I AT AT o o o s 35 NS S B AT L5
Kabupaten O T D e T S B S A S e s S S A TS AN ki

No. SPPT/NOP*) B N N O I N N N N N N N I O O

THAiteriMASOPISPPT. st ammimit s i i i o i s s s s

Dengan ini mengajukan penundaan : Berilah tanda x pada kolom yang dipilih
a. Tanggal Jatuh Tempo Pengembalian SPOP E
b. Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran SPPT*) dengan alasan :
Bersa;ﬁ-; ml .dilambi.rk.a.n' pula ........................................ Berilah tanda x pada kolom yang dipilih
1. Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain)
2. Fotokopi KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak
S TR I R e B e e T e S e R e R R R e
Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
*) Coret yang tidak perlu WAJIB PAJAK/KUASA WAJIB PAJAK *)
U connmmssmammaiasan )

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ud
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

QUDROTUL IKHWAN

v .
) SH,MH,M.Si
fRINA TK 1/1V.B
% 19780117 199803 1 003




LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR Z| TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMAT LHP
TULANG BAWANG|
e PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
i KECAMATAN
4 -~ KANTOR KEPALA DESA/KELURAHAN
&GH R
%‘,t:/ Email :

LAPORAN HASIL PEMERIKS

Nomor

Berdasarkan Penelitian kantor dan di lapangan, sesuai surat tugas:

Penelitian di Kantor Nomor:.............c..ccoeeuennnnn. Tanggal: s canmmmasusa

Pemeriksaan di Lapangan Nomor:......................... RANERAlS e ot

Telah dilakukan penelitian di kantor pada tanggal.......... sampai dengan tanggal............

Terhadap permohonan Pengajuan Keberatan.

Melalui surat nomor.......................... ... Tanggal............... yang diterima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Tulang Bawang dengan uraian berikut:

v. UMUM

l. NOP L1 00 O O] O 11 O
2. Alamat Objek Pajak S o SN S ARH Fo EHSR N A  TR RR F TTaas
3. Tahun Pajak e s R A S TS S S A S T S e A R T oA
4. Jenis Ketetapan A T T e A S S B R T
5. PBB-P2 Terhutang s T S T A S s SO s AT R R s i e e s

/I. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah.
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 tahun 2020
II. HASIL PEMERIKSAAN
. Pemeriksaan di Kantor
2. Pemeriksaan di Lapangan
II. KESIMPULAN
3. Kesimpulan

4. Saran
Tolang BaWang; ..o
Menyetujui Petugas Peneliti | Petugas Peneliti 11
Wajib Pajak
Ciimsmamsing ) Lo i ) )
Mengetahui,
KEPALA KEPALA BIDANG ............. SUB BIDANG ...............
BADAN PENDAPATAN DAERAH
A, ) OO )
Cissmanpinismamasiis )

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ATIMANM CCECHIALDEMAAN ACTINVA
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd

QUDROTUL IKHWAN

97




LAMPIRAN XXIII

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 2! TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK STIKER DAN BANNER PEMBERITAHUAN BAGI PENUNGGAK PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Contoh :

v PEMBERITAHUAN

Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : ...... Tahun ....

TANAH DAN BANGUNAN

INI

Wajib Pajak segera melunasi tunggakan PBB-P2 dalam waktu 7
X 24 jam sejak disampaikan pemberitahuan ini, atau

menghubungi petugas pajak Desa/Kelurahan Setempat atau
Badan Pendapatan Daerah Kabufaten Tulang Bawang

KEPALA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TERHITUNG SEJAK TANGGAL:
KABUPATEN TULANG BAWANG

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

-

L .
Y, MH,M.Si
ATK 1/1V.B

9780117 199803 1 003

ANUJ



LAMPIRAN XXIV

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR Z| TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT KETERANGAN TANAH/SURAT KETERANGAN DESA ATAU KELURAHAN /
SURAT KETERANGAN LAINNYA YANG SEJENIS

[TULANG BAWANG!

e

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN

KANTOR KEPALA DESA/KELURAHAN
JI

Email :

SURAT KETERANGAN HAK ATAS BUMI DAN/ATAU BANGUNAN
NOMOT S casasnussamnsss

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa ................... Kecamatan ................... Kabupaten Tulang
Bawang bersama ini menerangkan bahwa :

INOIOLPETSIL . oo cmivisnimst o prustinammpinsssbsisisnsnkes s iR AR RS :
L aS TADAM. o ccovisnimotssisenasessess i st sas shosmmis i S sas nsassiny .
Juinlab Bangunen. .o syt :
Eas DEOONNAN - sicii s R e R Ty iy B s 2
Alamat Tanah dan/atau bangunan...............cccccevveennn. :
Nama (Pemilik/Pengelola/Penguasa®) ..........cccceeveeee :
Alamat (Pemilik/Pengelola/Penguasa®)....................... ]
NOP (Pendaftaran dengan cara mutasi) ..............c.... \

G0N SvaiERIl s

Berdasarkan (catatan kami/pemeriksaan lapangan*) tanah dan/atau bangunan tersebut diatas
(dimiliki/dikelola/dikuasai*) oleh Saudara sebagaimana tersebut diatas.
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarny, sebagai persyaratan pengurusan SPPT PBB-P2.

*)Pilih salah satu
Tulang Bawang,
KEPALA DESA/KELURAHAN

(Nama Terang)

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

QUDROTUL IKHWAN

SH,MH,M.Si
fBINA TK 1/1V.B

. 19780117 189803 1 003



